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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Jaian merupakan hal vang tak terpisahkan dari sejarah umal manusia. Bahkan, keteradaan
jalan bisa ditelusuri sejauh terdapat mahluk yang berjalan maupun merangkak.' Jalan
menyebabkan manusia di dunia bisa berkelana di muka bumi. Bukan hanya manusia. jalan
juga menjadi perantara bagi hewan hewan untuk memenuhi kebutunan mereka akan makanan
dan air” Peter Kendrick {et.al) dalam bukunva Roudwork: Theory and practice
menggambarkan perkembangan sejerah jalan yang bisa dilacak keberadaannya secara historis
pada zaman bangsa Samaria sekitar 3000an tahun SALY Lebih lanjut. ditunjukkan juza
tentang perkembangan jalan pada beberapa peradaban besar dunia termasuk China dengan
ialan suteranmva. kekaisaran Persia. India dan peradaban besar tainnva.’ Dari latar historis
tersehut. bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa jalan memitiki peranan yang sangat signitikan

bagi keberlangsungan muhbuk hidup.

Seiriag Jdengan dilcmul;dnn}'a roda, peran jalan menjadi semakin signifikan. Segala bentua
kegiatzn manusia hampir pasti akan berkaitan dengan dua hal ini. Mulat dari kegiatan
perckonomian. kegiatan pendidikan, serta kegiatan sosial lainnya menggunakan prasaran)
jalan untuk pengembangannva. Perpaduan jalan dan roda telah mengantarkan manu:ia
menuju peradaban vang lebth tinggi.” Dus. jalan tidak sekedar memiliki makna dan tungsi
schagal prasarana transportasi belaka. Melainkan. jalan juga berfungsi sebagai prasarana
dalam menunjang ekspresi kultural. sosial. kebebbasan berekspresi dan polik. Hal i
sevogvanva menjadikan pengaturan jalan juga harus ditunjeng dengan perspekuif lain tentany

jalan.

Dalam konteks negara. jzlan merupakan alat bagi negara uniuk mewujudkan tujuan negara
vang beragam. Sekaligus. jalan merupakan mekanisme penegasan atas beberapa hak vang
dimiliki olch warga negara. Sebagai negara kesejahteraan. Indenesia juga memtliki tanggung

jawab konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Setidaknya. hal im

' Herbert Reinhold Jacobson. 4 History of Rouds From Ancient Times to The Motor Age. Master Thesis,
Georeia School of Technology Atlanta. Georgia: 1940 Hal. 1.

“ ibid.

' Peter Kendrick. Malcolm Copson. Steve Beresford, Paul McCormick. Rowdwark: Theory und Practice, Edisi
ne-lima, Elsevier. UK. 2004, Hal 1.

FIbid

* Herbert Reinhold facobson, Op Cur. Hal. 3.



bisa dilihat pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah dua
dari tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Selain itu, rangkaian rumusan hak asasi juga menyiratkan adanya tanggung jawab
negara untuk memenuhinya. Pengaturan tentang jalan merupakan bagian dan ikhtiar negara

untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya sebagai bagian dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan jalan sesuai dengan proporsi kewenangan
yang dimilikinya. Sebagai turunan atas prinsip negara hukum, maka kewenangan tersebut
diwujudkan dalam pengaturan pada peraturan daerah. Hal ini setidaknya dilandaskan pada
dua hal. Pertama, memberkan pembatasan supaya kewenangan pengaturan jalan tidak
digunakan secara sewenang-wenang. Kedua, hal ini memberikan perlindungan kepaaa warga
negara serta menjamin. perlindungan tersebut. Perlindungan dan pemenuhan hak warga
negara atas jalan akan membuka peluang bagt terpenuhinva hak hak warga negara vang

lainnya.

falan Kota memiliki karakteristik tersendmn yang membedakannya dengan jalan perdesaan
misalnya. Kelas jalan haruslah disesuaikan dengan fungsi jalan. desain seria dinamika
masyarakat }:oerkcotaan.6 Jalan ¢ kota memiliki  karaktenistik  interkonekst vang
menghubungkan antara satu zona dengan zona lain.’ Dengan kata lain, berbicara tentang jalan
inaka perigambil kebijakan juga perlu mempertiinbanigkan aspek kulturai dan sosial dikaiikan

dengan penataan ruang.

Sazt ini. Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki peraturan daerah tentang pengaturan jalan
melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggﬁnaan Jalan. Pada
bagian konsideran dinvatakan bahwa pengaturan perda tersebui ditujukan untuk peningkatan
pelayanan bagi masyarakat supava tercipta keteriban, keamanan, Kkeselamatan serta
penegakan disipiin dalam berlalu lintas.? Selain itu, pada bagian mengingat, terdapat

sejumlah peraturan perundang undangan yang menjadi rujukan bagi perda tersebut.

Pada tataran undang undang. setidaknya terdapat empat undang undang yang dijadikan

acuan. Dua diantaranya, secara spesifik berkait langsung dengan pengaturan jalan yaitu

®  Leyland, Jo and van Esch, Wilma Improving Access to Urban Roads. Bisa diakses melalui

http://www.unhabitat.org/HD/hdv4n2/forum. htm#

" Ibid.

¥ Konsideran menimbang huruf a Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Penggunaan
Jalan.



Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan dan Undang Undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di tingkatan peraturan pemerintah, terdapat
dua peraturan pemerintah yang juga merupakan turunan atau peiaturan pelaksana dari dua
undang undang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan

dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan.

Jika diiihat dari sisi wakm pembuatan, maka Perda tentang ketentuan jalan dibuat kurang
lebih 16 tahunan terhitung sejak tahun 2000. Sedangkan, peraturan perundangan yang
dijadikan rujukan perda memiliki usia yang jauh melampauni waktu pembuatannya yaitu
sekitar 36 tahunan dan 24 tahunan.

Perubahan peraturan perundang undangan tentang jalan pada level undang undang terjadi
pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan sebagai pengganti UU 13/1980. Pada bagian konsideran menimbang huruf e disebutkan

bahwa UU 13/1980 sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan global.

Selain itu. pada tahun 2009. ditetapkan Undang Undanz Nomor 21 yang mengatur tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dan UU 14/1992. Senada dengan UU
tentang Jalan, maka perubahan yang terjadi lebih disebabkan karena adanya wuntutan
perubahan akibat perkembangan lingkungan baik yang sifatnya nasional maupun
internasional. Disamping itu, pada poin d dinyatakan bahwa UU 14/1992 sudah tidak mampu

lagi mengakemodir perubahan kondisi yang terjadi.

Perubahan pengaturan tentang jalan melalui dua UU tersebut menyiratkan adanya perubahan
perubahan yang harus diakomodasi pembuat undang undang. Perubahan ini tentu saja akan
berpengaruh pada peraturan perundangan yang fainnyva. terlebih vang secara hiraikis berada
dibawahava. Hal inilah yang menjadikan kajtan dan evaluasi terhadap keberadaan perda Kota
Surabaya tentang Ketentuan Penggunaan Jalan menjadi relevan. Demi paripumanya kajtan,

maka berbagai pendekatan kajian juga dilakukan.
jdentifikasi Permasalaban

Jalan, menurut UU 38/2004, adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu
lintas, vang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan

tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan



kabel.” Mengingat peran vital dari jalan. maka negara berusaha untuk menyeimbangkan
berbagai kepentingan yang terkait dergan jalan. Salah satu kewajiban negara terkait hal im

adalah membuat pengaturan sesuai dengan proporsi kewernangannya.

Kewenangan pemerintahan kota terkai: dengan jalan adalah dalam hal penyelenggaraan jalan.
Penyelenggaraan jalan merupakan kegiatan pemenntah yang melingkupl pengaturan,
pembinaan. pembanzunan. dan pengawasan jalan.'® Kewenangan ini didapat secara atributif
melalui beberapa pasa. vang ada dalam UU 38/2004. Secara spesifik. UU 38/2004 menyebut
kewenangan Pemerintah Kota dalam hal penvelenggaraan jalan terbatas pada jalan kota.''
Dalam pasal 9 avat (3) UU 382004 dischutkan bahwa vang dimaksud jalan kota adalah
adalah jalan umum Jdalam sistem janingan jalan sekunder vang menghubungkan antar pusat
pelavanan Jdalam Kota. menghubungian pusat peiavanar dengan persil. menghubungkan antar
persil. serta merghudungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Selain itu,
dalam penjelasan dinyvatakan bahwa jalan keta adalah jalan vang berada Jdi dalam daerah kota
vang bersifat otonem sebagaimena d:maksud dalam undang-undang tentang pemenntahan
daerah. " Denean demsikian., hajan i akan membatas) dive pada kewenangan pemerintah

kota dafam kattannyva dengan penyelenygaraan jatan kota.
Beberapa masalzh vang akan dietaborasi pada kajian it mehputi:

a. Apakewenangan Pemerintah Kota Surabava dalam penvelengearaan jalan?
b. Apakah Pemernntah Kota Surabayva sudah memiliki peraturan daerah tentang jalan?
¢. Sejauh mana ~uang lingkup Peraturan daerah Kota Surabasa tentang jalan kota?

d. Apasaja hal vang seharusnya diatur dalam perda Kota Surabaya tentang jalan kota?

B. Tujuan dan Kegunzan Naskah Akademik

Dalam proses perancangan legislasi 1legislative pian) dimana naskah akademik termasuk
didalamnva, terdapar uraian tentang permesalahan permasalahan yvang menjadi perhatian dan
kebutuhan masyarakat vang nanti akan dikaji secara lebih spesifik.”” Selain itu. terdapat juga

polensi potensi solusi vang relevan dengan permasalahan disertai dengan tawaran solusi vang

" 1.ihat pasal 1 angka 4 UT} Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

“ Lihat pasal | angha 8 UL Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

"' L ihat pasal 16 avat 2 UlJ Nomor 38 Tahun 2004 tertang Jatan.

"* Lihat Penjelasan pasal 3 avat (3) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

' Helen Xanthaki, Legistative Drafivng. A4 new sub~discipline of bew i born. dalam 1ALS Student Law Review,
Volume b, Issue [ Autumn 2013, Hal. 39,



maling relevan. " Tawaran solusi tersebut juga disertas dengan analisa manfaat dan mudharat
5

. . !
dari pelaksanaan peraturan perundangan yang akan dibuat.

Secara normatif. naskah akademik merupakan hal yang tak terpisahkan dalam pembuatan
peraturan dacrah.'® Naskoh akademik menjadi prasyarat dalam pembentukan peraturan
daerah. Naskah akademik ini menjadi otorisasi lintas keilmuan atas kebijakan pemerintahan
dacrah vang dikemas dalam peraturan daerah. Tak terkecuali dalam hal pengaturan jalan di
Kota Surabava. Hal ini menjadi dasar ilmiah dan kewajiban normatif bagi perencanaan
peraturan dacrah tentang jalan sckaligus sebagai indikator objektivitas terhadap kebijakan
vang diambil. Dengan demikian. terdapat ukuran normatt vang bisa dijadikan acuan bagi

siapapun vang concern terhadap permasalahan spesifik mi.

\enurut Ann Seidman etal.. pembuatan naskah akademik memtilkl tga tujuan.'” Pertama.
naskah akademik akan memberikan (semacam) garansi bagi proses pengambilan kepuwsan
Jalam pembuatan rancangan  peraturan oerundang  undangan. Kedua. naskah akademik

mensedinhan semaeam peta yang akon meniadi petuniuk hapi para perumus peraturan
perundang undungan untuk meny usun kil bukii dan menyusun strukiur aturannya. Ketiga.
permyusunan naskah akademik skan membantu uniuh momastikan bahwa penyusunan pasal

pasal dalam suatu peraturan perundang undangan telah dilakukan secara logis.

Terakhir. penvusunan naskah akademik  ini mcrupakan  comditio sine gqud RoR bag!

PNy USUNan rancangan peraturan Jacrah Kota Surabaya teniang jalan.
(. Metode Penvusunan NasKah Akademik

Naskah akademik ini disusun menurut kaidah-kadah ilmih vang berlaku dalam studi
huhum. Fahapan “pertama adadab meelukukan identinkasi permasalahan. Dalam  usaha
mengidentifikasi permasalahan. tim penchiti menggunahan kajan pustaka serta melakukan
temu diskusi dengan para Sutuan Kerja Perangkat Daerah iSKPD} senta Anggeta Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah {1DPRD) Kota Surabaya untuk membuat dattar permasalahan apa
saja vany dihadapi oleh mercka. Hasil hasil dari rangkaian pertemuan dan kajian pustaka

tersebut untuk selanjutny a akan diinventarisasi.

b,

Tophad

" Lihat Pasal 63 jo Pasal 36-62 UL nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruadang
Undangan.

Y Ann Seidman, Robert B, Scidman, Nalin Abayeskere, Leweslaive Drafunyg jor Democratic Social Crange: A
yrenad for Dratier. Kluwer faw Internatianal. The Hague. 2001, Hal. 86.



Setelah itn akan dilakukan upasa inventarisasi aturan hukum vang terkait dengan
permasalahan ini. Aturan hukum ini diinventarisasi mulai dari hirarki tertinggi sampai dengan
hirark. vang terendah. Treatment selanjutnya terhadap aturan ini adalah mengkajinya secara
mendalam untuk melithat apakah terlihat konsistensi ataupun inxonsistensi anmtar aturan
tersebat. Sehain itu. dilakukan kajian secara horisontal antar peraturan perundang undangan
utuk  melihat apakah terdapat pertentangan atau keharmonisan diantara  peraturan

rerundangan vang ada tersebut.

Selanjutmya. hasi. Kajian akan didiskusikan lagi untuk mendapatkan masukan dan pihak
rihak lain vang terkait dan berkompeten terhadap peraturan daerah yang akan dibuat.
Masukan dan kritik saneat diperfukan bagt penvertpurnaan draft akhir dari peneliian vang

Cibueat.

ferakair dilukuban sentuhan akhic terhadap peneliian vang dibuat sekaligus  Jdibuat
rancanean peraturan dacrahnyva. Pembiatan rancangan peraturan daerah nantinya diseseaikan
cenean bdoh sormarnt sehagaimans sudah Jdisarisian dalam peraturan perundang undangan

vane mengatur tentang pembentuakan peraiurai perundang undangan vang berlaku.



BAB 11
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini akan menguraikan beberapa konsep kunci dalam naskah akademik ini yang terkait
dengan dan digunakan dalam rancangan peraturan daerah tentang jalan. Konsep kunci yang
akan digunakan terdiri dar tiga konsep “hesar” vaitu “hak asasi manusia”. “kedaulatan
rakvat” dan"negara hukum®”. Selain itu terdapat konsep lain yang lebih spesifik vaitu

kewenangan Kota Surabaya dalam pembuatan perda tentang jalan.

Terkait dengan praktik empirik. bab in akan mengelaborasi perihal prakuk penerapan

peraturan daerah tentang jalan di Kota Swuabas a dan di beberapa Kota lainnya.
A. Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia;

Dalam perspektif sejarah. ide tentang kedaulatan rakyat seringkali dinisbatkan pada masa
Vunani kuno. Yunani kunolah vang uiangeap sebagai peletak dasar bagi kehidupan negara
vang demoiratis. Setidakaya. miuis dan kit ~demos” dan “kratos” memang berasal dari era
tersebut. ™ Namun faktanyva. pola pemerinizhan vang serupa dengan apa yang berlakn &
Athena { Yunani kuno) vaitu pemerintahan berbentuk majelis(assembly -based governmentis}
sudah dipraktikkan pada milineum ketiga sebelum masehi dalam peradaban Meso;mlamia.! ’
Demikian pula tentang anggapan bahwa pola demokrasi yang diterapkan pada era tersetut
sama dengan praktik demokrast yang ideal hari ini. belum bisa dikatakan sepenuhnya benar.
Setidaknva. beberapa penulis memberikan catatan atas praktik demokrasi di Athena yang

bisa jadi jauh dari kondisi ideal.

Dart »ist peristilahan. beberapa penghaii Jemokrasi menyebutkan bahwa terma demos dan
fraios tidakiah memiliki makna denotatit pemerintahan oieh rakyat dalam kondisi yany 1deal
dimana pemerintahan tersebut berlangsung  dengan penuh pertimbangan nalar dan
dilaksanakan dengan cara cara vang damai bermartabat.” Melaiikan, makna pemerintahan
disitu identik dengan ~gerombolan”(nob) yang memiliki perilaku perilaku yang sangat kuat.

- . - L
egois. dan penuh ketidakkonsistenan.*’

™ Bernard Crick. Democracy a very short inroduction. (Oxford Unnersity Press), New York, 2002, hal. 1.
" Luca Asmonti. Athenian Democracy a Sourcebook, (Bloomsburry Publishing). London, 2015, bat. 1.

* Bemard Crich. Op. Cir- hal. 1.

' Ihid.

~d



Selain itu, dalam praktiknya, pemerintahan yang ada pada zaman tersebut juga bersifat
exclusive. Hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan hanya ada pada orang orang
tertentu tanpa melibatkan segolongan yang lain. Wanita, tidak permah menjadi subjek dalam
demokrasi di Athena.” Demikian pula budak budak yang 'jumlahnya sangat banyak, mereka
tidak menjadi bagian kehidupan “demokratis” Athena? Bahkan, kegiatan perdagangan
budak menjadi salah satu sumber pundi utama bagi masyarakat Athena?* Disamping itu,
Pemerintahan Athena juga absen da'am mempromosikan perdamaian sebagaimana yang
dicitakan demokrasi hari ini.®® Bahkan, pemerintahan Athena seringkali terlibat dalam
peperangan melawan negara koia yang lainnya.”® Dengan demikian, model demokrasi Ahena
belumlah merupakan protorype bagi kehidupan demokrasi hari ini. Namun sumbangan
kesejarahan Athena tetaplah menjadi penting bagi perkembangan demokrasi. Dalam
perkembangannya, demokrasi mengalami kritik dan mencoba memperbaiki secara internal

problem inheren yang ada pada dirinyva.

Joseph Schumpeter memberikan pengertian demokrasi dalam makna klasiknya yaitu * .. the
democratic methed is thar insiiicional arrangement for arriving at political decisions which
reulizes the common good by making the people itself decide issues through the election of
individuals who are to assemble in order to carry out its will’?’ Dengan demikian,
kedaulatan rakyat itu terefleksikan pada dua hal vaitu proses dan tujuan. Terkait dengan
proses. tersedia mekanisme untuk menjamin bahwa kedaulatan rakyat akan tercermin melalui
wakil yang dipilth dalam merepresentasikan kepentingan pihak yang diwakili (rakyat). Jika
dikaitkan dengan tyjuan, maka demokrasi haruslah mampu mewujudkan common good

(bonum commune) yaitu kebaikan dan kesejahteraan bagi semua.

Demokrasi mengandung nilai vang pariisipatif. Proses yang partisipatif mengandatkan
adanya keterlibatan secara substansial dan warga dalam perumusan kebijakan publik. Terkait
dengan pengaturan jalan, warga juga harus mendapatkan akses seluas fuasnya untuk dapat -
terlibat dalam tiap tahapan pengaturan jalan temasuk dalam hal evaluasi. Pelibatan tersebut,

semata karena warga jugalah nantinya vang akan terimbas dari penerapan pengaturan itu.

2 Luca Asmonti, Op. Cit. hal.2

> Ibid.

* Ibid.

= Ibid.

* Ibid.

= Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, dalam Robert A. Dahl et.at., The Democracy
Sourcebook, The MIT Press, Massachusets, 2003, hal. 5.



Penyusunan naskah akademik terkait jalan ini juga membuka peluang tersebut dengan

membuka ruang komunikasi dengan segala pemangku kepentingan.

Proses deliberasi bertujuan untuk menghasilkan pemikiran terbaik yang dilandaskan
argumentasi dan bukti yang reliabel. Dalam hal penggunaan jalan, setiap masukan pemikiran
dari warga diharapkan bisa seiring dengan kebutuhan dari warga itu sendin. Dengan
demikian, ruh kedaulatan rakyat bisa termanifestasikan dengan cara menyambungkan pilihan
kebijakan yang ada pada rakyat untuk dikemas dalam bentuk kebijakan publik.ze Pula,

kebijakan yang diambil nantinya bisa berimbas pada peningkatan kesejahteraan warga.

Aspek lain, yang juga sangat penting untuk didiskusikan dan sangat berkait dengan
kedaulatan rakyat adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang
terberi karena dignitas yang ada secara inheren pada diri manusia.”® Dimensi teologis hak
asasi manusia menjadikan manusia sebagai mahluk Tuhan memiliki derajat kemartabatan
yang berbeda dengan mahluk Tuhan yang lain. Untuk itulah. maka penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan atasnya merupakan hal yang menjadi sebuah keharusan terlebih

bagi negara.

Hak asasi meliputi spektrum yang sangat luas yaitu hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan
budaya. Hak sipil politik didalamnya memuat hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa. hak
untuk bebas berekspresi. Sementara itu, didalam hak ekonomi sosial budaya termuat hak atas
pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan serta hak jaminan sosial.”® Secara hukum,
hak-hak tersebut mengikat sebagian besar negara termasuk Indcnesia. Hal ini dikarenzkan
hak hak tersebut sudah menjadi bagian dan hukum internasional yang sudan diintegiasikan
kedalam hukum nasional. Pengintegrasian hukum internasional kedalam hukum nasional

mengandaikan adanya kepatuhan untuk melaksanakan substansi yang ada didalamnya.

Beberapa prinsip dalam hak asasi manusia mengandaikan bahwa hak asasi antara satu d'engan
vang lain tak bisa dipisahkan (indivisible) dan saling bergantung (interdependent). Meskipun
tidak secara eksplisit disebutkan bahwa hak atas jalan sebagai hak asasi manusia, namun
keberadaan jalan tetaplah sangat vital bagi bersemainya hak hak tersebut. Misalnya, hak atas

pendidikan menjadikan setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan. Dilain pihak,

- Jacques Thomassen, Representation and Accoumtability, Dalam Jacques Thomassen (Ed). Elections and
Democracy Representation und Accoum ability. Oxford University Presss, 2014, Hal. L.

 Franz Magnis Suseno, Efika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2001. Hal. 121.

 Fact Sheet No. 33 Frequently Asked Questions on Economic, Social and Cultural Rights, Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights. Hal. 1-2.



negara sebagal pemzngku kewajiban memiliki wugas untuk melakukan pelayanan terhadap
hak atas pendidikan tersebut. Pelayanan terhadap hak atas pendidikan termasuk sebagai

pelayanan publik.

Seringkali, akses pendidikan sangat bergantung pada aspek ketersediaan (availability)
maupun <eterjangkauan (accessibility). Pada aspek keterjangkauan inti, jalan bisa berperan
untuk menjadi penghubung bagi warga yang memiliki keterbatasan jarak antara tempat
unggal dan sekolah terdekat. Penyediaan negara atas jalan adalah bagian dari pelayanan
publix dalam rangka pemenuvhan hak atas pendid:-kan. Dengan demikian, pemenabian aias hak
pendidikan juga menyviratkan tangung jawao untuk menvediakan prasarananya termasuk

Jalan. Ha_ serupa juza berlaku bagi akses terhadap kesehatan senta pekerjaan vang layak.
B. Negara Hukum;

Ide negara hukum sudah mengemuka jash pada masa Yunani kuno. Adalah Plato dalam
karyanya berjudul “nemai” (the laws terjemahan Inggris) yang mengintrodusir gagasan int
Jimana semestinva mukum-norma merupakzn hal utama dalam pemerintahan negara bukan
orang.”' Gagasan 1t lamas berkembang d. Eropa menjadi dua arus besar vang
merepresentasikan tradisi hukum yang berlaku vaitu tradisi Eropa kontinental dengan
gagasan rechsiaut-na Jan common law svstem dengan gagasan rule of lew nva®™ Hal vany
mengemuki dan duz prinsip dart dua tradisi vang bebeda ini adalah penempatan hukom
sebagai hal vang utama dalam pemerintahan/negara fsupremacy of law).®> Disamping itu.
penghurmatan scear: konsisten negara terhadap hak hak individu juga menjadi bagian tak

. . 34
terpisahkan dari negara hukum.’

Lebih lanjut. serelah memberikan beberepz pandangan ahli tentang nesara hukum. Jimh

mengkualifikasi Karcxteristik negara hukum men adi 12 prinsip pokok vang meliputi:™

1. Supremas: hukum isupremacy of law);
2. Persamaa calam hukum {(Equzlity before the law);
3. Asas legahitas (due process of law);

*! Plato dalam Iimly Assnddiqie. Reformasi Hukezn Dan Konstitusi, Mewwjudkan Cita Negara Hukum. dalam
hmly Asshiddigie. Merju Negara Hukum Yang Demokraris, Mahkamah Konstitusi Republik [ndonesia.
Jakana. 2008, Eal. 135,

Ibid,

¥ Ibid.

** Phillipus Mandiri Hadon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyar Di Indonesia. Bina [lmu. Surabava. 1987, Hat
33.

* Jimly, Op. Ciz Hal, 132110,
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4. Pembatasan kekuasaan:

YA

Organ Eksekutif yang independen:

6. Peradilan bebas yang tak memihak:

=l

Adanva Peradilan Tata Usaha Negara:

8. Adanva Peradilan Tata Negara:

9. Periindungan hak asasi manusia:

101. Bers:fat demokratis:

! Morupakan sarana untuk mewujudkan wjuan bernegara:

12. Transparansi dan kontrol sosial.

Dimensi lain ditambahken oleh Hadjon. vaitu tentang gagasan Newgara [lukem Pancasila.
Konsep Negara Hukum Pancasita merupakan agregasi dunt pembacaan terhadap sejarah masa
lampau dJan  kuraktenisiik  bangsa Indonesia.™™  Pembacaan  terhadap masa  lampau
menunjukhan bahwa ide tentang negara hukum schagul instrumen untuk mewujudkan
keseiahteraan sudah dikenal pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit melalui konsep
Ciendidon | dan "A‘uu’.{gu‘q’ju}uﬂ".':T Selain it karakteristik bangsa Indonesia sang mendiniy
kerukunan dan bergotong-rovong juga turut membentuk persepsi ‘terhadap negara hukum

vang dimaksud.

Selain ite. pandungan negara hukum Pancasila juga wap membaca dan mencermat
perkembangan ide negara hukum yvang l.fJerkemb:mg:“S Bahwa ide ide dan luar sclama masih
relevan Jun kempatibel dengan kepribadian bangsa. tentu akan mendapat tempat dalam ata
nilai bangsa Indenesia. Sehingga. secara prinsipil gagasan negary huhum Puncasila menantut
adanva suatu pemerintahan vang tidak hanya mendasarkan perbuatannya pada aspek hukum
sard. namun pemenuhan wijuan berupa perwujudan kesejahteraan masyvarakat ju

merupakan hal vang bersifat embedded.

Dikaitkan dengan pengaturan jalan. gagasan negara hukum mengandung maksud supaya
setiap tahapan peny elenggaraan jalan haruslah melalui dan berdasar pada hukum. Selain itu.
penvelengearsan jalan  harus  dapat memenuhi  twjuan bernegars untk menyukan
kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum bukanlah kesejahteraan vang berpusat pada orang

per orang atau segelintir orang. melainkan  kesepahteraan untuk semua orang  serta

i Phitlipus. £p. Cir Hal. 97,
T Ibid.
W Ihid.
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memberikan perlakuan yang lebih khusus kepada mereka vang memiliki tingkat kerenanan
vang lebth sepera perempuan. anak anak. kelompok penvandang disabilitas. kelempok

mas+arakat adat serta kelompok miskin baik vang ada di perkotaan maupun di perdesaan.
C. Kewenangan Pemerintahan Kota Surabava Dalam Penyelenggaraan Jalan:

Pemernintah Kota Surabaya adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal
18B menvatakan bahwa negara kesatuan dibagi atas beberapa dacrah lagh termasuk duaerah
keta Sclanjutnya. masing masing dacrah tersebut mengurusi dan mepgatur urusan mercha
sendin dengan berprinsip kepada otonenu dan tugas pembantuan. Urusan dacrah secara
cefimul Jdibatast oleh urusan pemenntah pusat yang mekanismenya diatur melalui undang
tndeng. Jika melhat rumusan vang ada. maka pada hakikainva pemerintah pusatfah yvang
memiiikl Aewenangan dalam menentukan urusan apa saja vang Japar dilaksanakan oleh

[T X
-1 W -

ferdapat beberapa undang undang yvang mengatur tentang pemerintahan Jdaerah. Nemun.
cakwpan matert vang lebth menyveluruh diatur dengan vndange undang tentang pemeniahan
dacriain. Pengaturan tentang pemenintahan daerah telah mengalami perubahan beberap. halr
Perubaban tersebut ada yvang secara Keseluruhan dan ada vang berstfat parsial. Terakhic,
terdapat t'ndang Undang Nomor 23 1ahun 2013 tentang Pemormiahan Daerah vany
menzeantikan Keberadaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 200< sang mengatur tentany

substunst vang sama.

-

Jalam 1 b tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian urusar antara pemermtah pusat
dengan pemenntahan daerah. Pembagian urusan tersehut didasarkan atas asas Jdosentrainas,
Gehdnonitiis dars asas tugas pembantuunimedeoewindy. Hadjorn ¢iall menyimakan Fanea
asas desentralisas: memuat semangat untuk memberihan Repada dacrah kewenangan antek
menzatur sendirl (sebagian) urusan pemerintabannva. Sédangkan. paca  asas otugos
remosniuan kewenangan vang diberikan kepada daerah iidaklan penuh. dacrah hania
memiliki hewenangan vang sangat terbatas dalam hal cara menialankan ™ Sementara it
Jdekensentrast mengandaikan adanyva pelimpahan Aesenanzgan Jdar pemerintah pusat ke

: . . . 11
instansi vertikal vang ada di daerah.

“ Phillipus M. Thadros, etal.. Pengantar Hukum Administras) Indonesia. Gadjak Mada University Press. cotakzn
he-seactas. 2011 hal 112

“bid.

“bid, hal 113
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Pengertian yang spesifik tentang asas asas tersebut juga terdapat dalam ketentuan umum 8184
23/2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerinci dr
dalam ketentuan umumnya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8
Desentralisasi adalah penverahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan Asas QOtonomi.

Pasal 1 angka 9

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagar wakil Pemerintah Pusat.
kepada instansi vertikal  di wilavah tertentu. dan‘atau kepada gubernur dan
bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Pasal 1 angka 11

Tugas Pembantuan adalah penugasan dart Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dan Pemerintah Daerah provinsi kepada
Daerah kabupaten‘kota untuk melaksanakan s¢hagian Urusan Pemenirtahan vang
menjadi kewenangan Daerah provinst.

Dengan demikian. secara gans besar. terdapal persamain honsepsi antara nengertian hetna

asas tersebut dalam peraturan perundang-undangan dengan pengertian vang diberikan olch

para pakar hukum adrinistrasi.

Bab 1V Undang Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentung Pemerintaian Daerah mengatur
tentang urusan pemerintahan. Pasal 9 avat {1} menguraikan tentany klasttikust urusun
pemerintahan. Menurut pasal tersebut. terdapat tiga urusan pemerintahan vaitu urusan
pemerintahan  absolut, urusan pemerintahar.  konkuren serta urusan pemeriniahan
umum.Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
Jikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut. Sedangkan urusan pemerintahan
sanhuren merupakan urusan pemerintahan vang Jibagi antura pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah.?? Terakhir, urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan

. e . . . . 13
vang menjadi domain dari Presiden selaku Kepala Pemerintahan.™

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib  dan  urusan
pemerintahan ptithan yang dibagi antara Pemerintah Pusat Daerah Provinsi. dan Dacrah
kabupatem‘kota.’” Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib

vang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib vang tidak terkait Pelavanan

 Pasal 9 mat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
** pasal 9 avat (3) BU Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah.
* pasal t1 avat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.** Pelayanan

dasar tersebut meliputi :**
a. pendidikan;
b. kesehatan;

¢. pekerjaan umum dan penataan ruang;

L g

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f. sosial.

Penyelenggaraan jalaﬁ merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan jalan.’’  Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan
kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum. dan penyusunan peraturan
perundang-undangan jalan. Sedangkan, pembinaan jalan adalali kegiatan penyusunan
pedoman dan standar teknis, pelayanan. pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian
dan pengembangan jalan.'® Disamping itu terdapat kata pembangunan jalan yang berarti
kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis. pelaksanaan konstruksi, serta
pengoperasian dan pemeliharaan jalan.*® Terakhir, pengawasan jalan adalah kegiatan yang

dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan. dan pembangunan jalan.™

Jika dikaitkan antara penyelenggaraan jalan dengan klasifikasi pelayanan dasar sebagaimana
terurai diatas, maka bidang pekerjaan umum mervpakan bidang urusan pemerintahan wajib
yang terkait langsung dengan penvelenggaraan jalan. Hal im setidaknya bisa dilihat _dari
adanya direktorat khusus pada kementeﬁm Pekerjaan Umum yaitu Direktorat Jenderal Bina

Marga.”!

Sedangkan urusan pemerintahan yang tidak berkait langsung dengan pelayanan dasar

melingkupi:

* Penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2014 tertang Pemerintehan Daerah.
* Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
*” pasal 1 ayat (9) UU 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

** Pasal | ayat (10) UU 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

*? Pasal 1 ayat (11) UU 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

* Pasal 1 ayat (12) UU 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

*! Bisa diakses melalui http://pu.go.id/organisasi/ditjen-bina-marga
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a. tenaga kenja;

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
¢. pangan;

d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;

j. komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

1. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga:

n. statistik;

0. persandian;

p- kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

Bidang-bidang non-pelayanan dasar tersebut tidak secara eksplisit berkaitan dengan jalan.
Namun, pada pelaksanaannya pemenuhan bidang tersebut juga sangat dimungkinkan

berkaitan dengan penyelenggaraan jalan.

Meskipun pembagian urusan antar satuan pemerintahannya kelihatan sama, namun sejatinya
pembagian urusan pemerintahan  konkuren antara  Daerah Provinsi dengan Daciah
Kabupaten/Kota berbeda. Yang menjadi titik perbedaan adalah dalam hal skala atau ruang
lingkup Urusan Pemerintahan tersebut.> Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah
kabupaten/kota mempunyat urusan pemerintahan masng-masing, namun tetap akan terdapat

hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam

*! Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar. prosedur dan kriteria (NSPK) vang

dibuat oleh Pemerintah Pusat. ™’

D1 samping urusan pemerintahan yang bersifat absolut dan urusan pemerintahan yang bersifat
konkuren. dalam Undang-Undang ini dikena! adanya urusan pemerintahan umum. Urusan
pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait
pemeliharaan ideologi Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Bhinneka Tunggal Ika. menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku. agama. ras
dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bemegara serta memfasilitasi
kehidupan demokratis.™ Daiam pelaksanaannya. Presiden dalam hal wrusan pemerintahan
umum di daerah dapat melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi
dan dapat melimpahkan kepada bupanwali kota sebagai  Kkepala pemerintahan

Labupaten kota.”

Jan wuraian dialas. bisa diamoil kesimpulan bahwa urusan tentang penvelenggaraan jalan
menurut UL 2372014 merupakan urusan pemenntahan wajib vang terkan lanosens doncoen
pelayvanan dasar terutama dolam kaitannya dengar pekerjaan umum. Meskipun hakikatnyva
merupakan arusan pemerintahan wapb dalam hal pelavanan dasar. namun pcﬁ}'clenggaraun
1alan menempati posisi vang strategis karena ia (jalan) merupakan penopang (prasarana) bayi

nemenuhan hak dan pelavanan vang bersitat non-dasar.
D. Praktik Penvelenggaraan Jalan di Kota Lainnya di Indonesia

Dalam penyusunan kebijekan tentang prakik penrelenggaraan jalan. sangat penting umtuk
melakukan kajian perbandingan dengan daerah lain. Kajian ini untuk memberikan gambaran
tentang pelaksanaan pengaturan jalan serta mengidentifikasi  serta  mengantsipast

permasalahan vang muncui.

Sub-bab ini akan melihat pengaturan jalan di beberapa daerah vang berada baik di lingkup
Provinsi Jawa Timur maupun diluar Provinsi Jawa Timur. Pilihan daerah tersebut memang
sengaja dilakukan karena sctidaknya duva alasan. Pertama. untuk pilihan wilavah kota di
Provinsi Jawa Timur setidaknya memiliki karakteristik vuridis-kewilayahan vang relatif sama
karena bernaung pada pemenntah provinsi vang sama vaitu Jawa Timur. Kedua. pilihan

daerah diluar Jawa Timur dipihh vang memiliki karakterisuk sosial vang hampir sama

S phid.
= Ibid.
S Ibid.
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dengan kota Surabava. Dari dua alasan tersebut diatas. terpilih dua daerah vaitu Kota

Pasuruan dan Kota Jakana.

Di Jawa Timur. terdapat 9 {sembilan} Pemerintahan Kota.”* Pemerintah Kota tersebut adalah
Kota Batu. Kota Blitar. Kota Kediri. Kota Madiun. Kota Malang. Kota Mojokerto. Kota
Pasuruan. Kota Probolinggo. dan Kota Surabaya. Dari sembilan pemerintah kota tersebut. 2
diantaranva vaitu Kota Pasuruan dan Kota Surabaya memiliki pengaturan tersendin
teitang jalan. Kestmpulan ini berdasarkan penelittan mternet (fnternet research sederhana
denean cara mengetikkan beberapa kata kunci pada mesin pencart. Kata Kata kuncr tersebut
adalah ; “peraturan - duerah~ pemerimah- kota- (nama masimg masing Kota)- tentang -
jalan”. Setelah pengetikan Rata Kata Runci dilakukan, hamva Jua dacian vaiyg ineridiki
peraturan Jacrah vang mengatur jalan secara spesitik. Pengaturan jalan vang fidak spesihk
bisa Jiketemukan di beberapa peraturan Jdaerah terutamae menyvangkut tentang parkir. tata

ruange serta Ketertihan umum.

Di Kota Pasuruan. pengaturan jatan dirumaskan dalam benwk Peraturae Daerah Nemor 2
Tahun 2013 tentang Jalan. Scebelumnya. tidak ada pengaturan jalan dalam bentub peraturan
daerah. Pada hagian kensideran menimbang. disebutkan bahwa alasan penerbitan perca i
adalah untuk mengejawantshkan keswenangan penvelenggaraan jalan rang secara atribunt’
oleh peraiuran perundang  undangan diberikan kepada - pemierintah kota.  Sclain it
pengatuian terhadap jalan diangeap urgen dikarenakan fungst sital jalan yang sangat berguna

- . . .- . . N
bagi lintas transportas) vang senantiasa harus diamankan serta difestarikan tungsinva.

AMenurut peniclasan umuin pada Perda jalan Kota Pasuruan. tinjavan terhadap jalan memiliki
dimensi vang beragam. Ragam tersebut mencakup aspek ckonomi. politik. linghungan serta
sosial budasa.” Duari aspen chonomis jalan dipandang scbagai pr;is;ﬁunu_ sCTid s lrumeh
untuk mewujudkan sasaran pembangunan dengan meningkatkan pcnumbuhan.ci\u:wmi.m

Pembangunan jalan berkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan transportis yang

 peraturan Menteri Datam Nezeri Nomor 360 Fahun 2003 Tentane Kede dan Date Malash 2 dnvinstrast
Pemerintalvin b1~ dizhses R
hitp: waw hemendaeri wo il media filemancect SO1A08 18 3 3 35 anmpdt

 Konsideran menimbany huruf b Peraturan Daerah Kota pasuruan Nomor 2 tahun 2013 temary Jalan.

** Konsideran menimbang huref a Peraturan Daerah Kota pasuruan Nomor 2 tahun 2015 tentang Jakan.

* Penjetasan Umum Peraturan Daerah Kota pasuruan Nomor 2 tahun 2015 wentang Jalan.

0 Ibid.
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.. a1 . . . . . .
aman. nyaman dan efesien.”’ Jalan juga dianggap bisa berperan sebagar katalisator bag

proses proses ekonomi vang meliputi produksi. distribusi sampal dengan tahap konsums:.™

Dan aspek politik. keberadaan jalan dimaksdukan untuk merekatkan ikatan antar dacrah™
schingga mendukung semangat nasionalisme. Selain itu. dari persockuf poliuk. jalan juga
terkaitan erat dengan fungsi pertahanan dan keamanan. Jalan menjadi instrumen yang efekaf
untuk menopang mobilitas sistem pertahanan keamanan.”* Dalam kendisi damai. maka alan
menjai prasarana penting bagi penjagaan keamanan dibawah Koordinasi institusi kepeiisiar.
Meski demikian. perlu juga disiapkan skenario untuk mengantsipast kondist darurat perang.
Denean demikian. jalan menjadi instrumen penting bagi mobilites nubiter dalam Keadisi

tersebat.

Dibthat dari aspek sosial budava. jalan juga memiliki posisi vang cukup sigmifikan. lalaa
menjadi perantare bagh nertemuan horson budayva vang berbeda thorizan versanonlang
Pertemuan ini Jiharapkan bisa menjadi pencair bagi nilal milan budava yang terseRat sciena
i ™ Selain itu. denuean pertemuan cakrmaaly rersebat maka dibarapkan eriedi pe

L
-

<ostal vang mengerah pada pentnghatan kesepahteracn baik secara matenad maupun spaertaal

Ierakhir. jakan menjadi penjembitan bagi sikap yang toleran. Dengan adanva jalan msk:
rmemunzkinkan satu budava mengenal budava fainnyva sehingea terbina hepahaman akan
sesudtu vang berbeda. Pemchaman vang semacam ini akan meningkakan rasa tolerenst anter

aspek ckonomis semata namun i berkembang menjadi lebih Kompleks termasuk iung=i

e
=

sosial hadova

Dilihat dari struktur. Peraturan dacrah tentang Tafan Kota Pasuruan terdm dary [ sebelas

Bab dun 46 fempat pulub enamy pasal. Bab- bab tersebut 12rdin dan beberapa hal vastu:

a. Bab ! entang ketentuan umum: _

b. Bab Il tentang sistem jaringan jalan: lungst jalan: status jalan: dan kelas jalan:
<. Bab Iil wentang bagian bagian jalan:

d. Bab [V tentanyg pemantaatan bagian bagian jalan:

Bab \ tentang lzin. rekomendasi dan dispensasi:

it

U thid
“ Jhid.
“hid.
“ Ihid
** Thd
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f.  Bab VI tentang penvelenggaraan jalan,

g. Bab VI tentang pembinaan dan pengendalian:
h. Bab VI tentang Dokumen jalan;

i. Bab IX tentang Ketentuan Penyidikan;

j.  Bab X tentang Ketentuan Pidanz;

k. Bab XI tentang Ketentuan Penutup.
Peraturan daerah Kota Pasuruan tentang jalan juga dilengkap dengan penjelasan.

Meskipun dalam bagian kensideran dan penjelasannya menyebutkan tentang jalan vang
ditinjau dari berbagai macam aspek. namun pada kenvataannya perspekuf tersebut tidak
muncul dalam rumusan pasal pasalnya. Tidak ditemukan kata maupun trase tentang politik.
ckonomi. maupun sosial budaya dalam 46 pasal yang ada dalam perda  tersebut.
Namun.terkait lirekungan terdapat beberapa pasal vang mengaturnya termasuk tentang
keharusan untuk melakukan kajian terhadap dampak lingkungan terhadap jalan (AMDAL)"
Selain itu. datam perda tersebut tdak ditemuken eleborast wentane tungsi jalan. Hal il
menjadi penting supaya terdapat konsistensi terhadap apa yang sudzh diuraikan didaiam
bagian konsideran dan bagian penjelasan umurﬁ. Betapapun. Kota Pusuruan merupakan salih

dua dari ¢ Kota di Jawa Timur vang memiliki perda tentang jalar.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga memiliki peraturan daerah varg mengater tentang jalan.

Meskipun dalam hal penamaan tidak secara langsung menggunakan kata jalan. namun perda
vang dimiliki Jakarta ini mengatur banyvak hal tentang jalan. Nomenklatur perasuran dacrah
Provinsi sakarta terkait jalan ini adalah Peraturan Daerah Nomwor 5 Tahun 2014 Tentang
Transportasi. Pilihan kata Transponasi sebagai judul perda memang tepat dikarenakan
subsianai vang Jdiatur dalam perda im tdak hanva terkait dengan jalan iaclinkan juga

menvangkut Kereta api dan pelabuhan.

Dalam konsideran bagian menimbang disebutkan bahwa perda dibuat untuk mewujudkan
sistem transportasi vang handal.” Ditambahkan. perda dibuat untuk menggerakkan

. . AN -
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyvarakat. Sebelumnya, terdapat perda

* pasal 42 arat (3) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Jalan.

" Konsideran menimbang huruf a Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang I ransportast.
68 5y
1hid.
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yang memuat substansi yang sama pada tahun 2003, namun keberadaannya sudah harus

disesuaikan karena derasnya arus perubahan yang terjadi.{’9

Terkhusus untuk jalan, perda ini memuatnya dalam Bab 1i1. Adapun judul dari Bab ini adalah
transportasi jalan. Pasal yang mengaturnya dimulai dan pasal 12 sampai dengan pasal 140
dari 262 pasal secara keseluruhan. Hal yang diatur dalam bab ini meliputi:

Klasifikasi Prasarana Jalan;

o P

Terminal;

Fasilitas Parkir;

A o

Perlengkapan Jalan;
Fasilitas Pejalan Kaki;
Sarana Transportasi jalan;

Laly lintas jalan;

R

Angkutan jalan;

Dari beberapa hal yang diatur dalam bab tersebut. bagian tentang fasilitas pejaian kaki patut
mendapat perhatian. Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan bagi para pejalan kaki
vang biasanya harus mengalah pada moda transportasi darat vang lain. Trotoar, vang
berfungsi sebagai jalur pejalan kaki lebih sering digunakan oleh kendaraan bermotor. Dengan
demikian. bisa disimpulkan bahwa pengaturan tentang jalan pada perda Jakara tidak
dilakukan secara terpisah namun dijadikan satu dengan menggunakan penjudulan
transportasi. Selain itu, hak hak pejalan kzki juga menjadi perhatian perumus perda dengan

menempatkannya pada bab vang mengatur tentang jalan.

Dari dua perda yang mengatur tentang jalan tersebut. Kota Pasurvan dan Jakarta. perumus
perda di Surabaya bisa mengambil banyak pelajaran terutama tentang substansi apa saja vang

harus diatur serta karakteristik apa yang menjadi pembeda dengan kota yang lain.

 Konsideran menimbang huruf b Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

20



BAB IiI
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT JALAN

Logika Kelsenian mengandaikan bahwa hukum merupakan sistem logika yang
tertutup (closed logical system of norms). Selain itu, norma vang ada membentuk susunan
vang sifainya hirarkis. Dikarenakan sifatnva yang tertutup. maka keberadaan suatu norma
dalam suatu susunan yang hirarkis tersebut pastiluh saling terkait satu dengan yuang lain.
Terkait dengan jalan in1. terdapat beberapa peraturan perundangan vang sangat terkait baik
sccara vertikat Keatas rnaupun secara horisontal. Tidak semua peraturan perundangan akdn
diuraikan dalam bab ini. Namun. dari sekian peraturan perundang undangan akan dipilih

vang paling relevan.

1. Undang-Undang Nomoer 38 Tahun 2004 tentang Jalan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahur 2004 Nomer 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Normor 4444);

Bisa dikatakan bahwa Undang Undang ini merupakan UU induk vang menjadi acuan secara
substansial bagi pembuatan peraturan daerah tentang jalan. Dalam undang undang ini dimuat
beberapa konsep konsep dasar yang dijadikan rujukan dalam peraturan perundang undangan
vang ada dibawahnya. Beberapa konsep tersebut terdupat pada bagiun Acieniuan umum

seperti. jalan. jalan tol. jatan umum. jalan khusus. serta jalan bebas hambatan.™”

Disampming 1tu. Undang Undang im1 juga memberikan kewenangan kepada pemerintah kota
datam hal pengelolaan jalan. Pasal 16 avat (2y UL" Jalan menyebutkan bahwa “Hewenung
pemerintah kota dalum penvelenggaragn julun meliputi pemvelengeuraan juicn ko
Dengan rumusan semacam ini. maka telah ada pembuatasan terhadap pemberlakuan perda
secara geogralis-administratif kepada pemerintah Kota. Dalam konteks Surabava. maka jalan
vang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabava adalah jalan vang berada di wilavah

Kota Surabayva.

Rincian cakupan Kewenangan pemerintah keta diatur dalam pasal 16 avat (3) vang berbunyi
“Wewenang penvelenggaraan jalan kabupaten. julan kota. dan jalen desa sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan avat (2) meliputi penganoran, pembinaun. pembangunan. dan

penguwasurr”. Pada pasal pasal selanjutnya. pengertian tentang pengaturan. pembinaan.

“ Lihat Pasal 1 Bab | Ketentuan Umum. UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

21



pembangunan serta pengawasan dielaborasi lebih lanjut. Pemerintah Kota memiliki

kewenangan tersebut namun sesuai dengan kapasitas kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, dalam hal pemerintah kota tidak memiliki kesanggupan dalam melaksanakan
kewenangan tersebut maka kewenangan tersebut bisa dialihkan kepada Pemerintah Provinsi.
Bunyi lengkap pasal 16 avat (4) adalah sebagai berikut “Dalum hal pemeriniah
kabupcten-kore belum dapat meiaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud
pada aval (1, dan ayar (2). pemerintah kabupaten kotu dupat menverahkan wewenang
tersebut  kepada  pemerintah  provinsiT. Substansi pasal ini sebenamya merupakan
pengejawantakan dari prinsip otonomi vang seluas-tuasnya dimana dacrah  diberikan
kesempatan untuk mengurusi sendiri wilavahnya sesuai kapasitas yeng dimiliki daerah

tersebut.

Dalam undapg undang ini juga disebutkan tentang keterkaitan implementast undang undang
talun dengan peraiuran perundangan yang laic sebagaimana vang dJirabarkan dalam
pengelasan umum. Penjelasan umum UL falan menvatakan bahwa terdapat heterkantan yang

erat antara UL Jalan dengan Undang Undang vane Lunnya. terctama:
a. Undang-undang vang mengatur lalu lintas dan angkuian jalan:

b. Undang-undang vang mengatur penataan ruang:

v Undang-undang vang mengatur jasa konstruksi:

d. Undeng-undang vang mengatur peraturan dasar pokok agraria:

v

_ Undang-undang vang mengatur pengelolaan lingkungan hidup;

_ Undang-undang vang mengatur pemerintahan daerah:

-

Undang-undang vang mengatur perimbangan keusngan pusat dan daerah:

U

h. Undang-undany vang mengatur konservasi sumber dava alam dan ekosistem:
i. Undang-undang vang mengatur larangan prakick monopoli dan persaingan usaha tudak
sehat: dan

1. Undang-undang vang mengatur perfindungan konsumen.

Dari uratan diatas bisa disimputkan bahwa U1 Jalan memang menjadi dasar utama bagi
pembentukan  peraturan dacrah tentang falan. Hal int dikarepakan UU Jatan telah
memberikan kewenangan secara atributit kepada pemerintah kota untuk mengatur jalan

sesuai dengan Kapasitas kewenangan yang dimthikinva.
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1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Keterkattan antara UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {UU LAJ) dengan Ul Jalan sudah
nampak secara tersurat dari sisi pemberian judul. Pada masing masing UU terdapat inisan kata
jalan. Secara substansial. UL LAT juga memuat hal vang berkelindan dengan jalan. hka UU
Jalan tebih mengatur perihal jalannya. maka pengaturan UL LAJ terasa lebih komprehensit
Hal 1 dikarenakan pengaturan didalamnya tidak terbatas pada jalannva saja. melainkan

mencakup pula akuvitas vang difakukan Jdengan menggunakan fasilites jalan.

Secara strukur, UL 1A terdin dan dua puluh dua bab dan tiga ratus dua puluh enam pasal.
Secara kuantras. jumlah pasalnya melonjak hampir lima kal ieat dan UU LA sebelumnya.

U ndung Undang Nomor 14 Tahun 1992,

Ruane Iimghup dan UL AL direlaskan dalam pasal 4 vang selenekapnya berbunyvi:
= = a v suaily = ] h

Pusal 4

Undang-Undany ini berluku wink memthma dan omemvelenevearakan Lalu Lintas dan
Anckan Julan vang aman, selamar, wertib. dun lancar melalui: a. kegiatan gerak pindah
Nendiraan, orang. dun ataie barang Jdi Jadan: b kegiatan vane menvewnakan saruna.
pravarana. dan tusifitas pendukung Lolw Livves Lo Aeckpror Lo dan ¢ kegiatan vany
herkattan  dengan registrasi dun identitikasi - Kendaraar  Bermotor  dan Pengemudi,
pendidikan herlali limas, Manajemen dun Rekasasa Lain Linras. serta penegakan hukum

Lo [imas dan ngkien Jalun

Didam rangka pelaksanaan beberapa hat rang erdapat pada ruane Linglup tersebut. maka
pemerintah wapb melahukan pembimaas. Terkait deagan pembinaan. UL LAJ memberikan
kewenangan Kepada pemernntah Kota sang meliputt mehiputi: . penctapan sasaran dan arah
Kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupatenKota vang iaringennva berada di
wijavah Kabupaten kota: b, pembenan bimbingan. pelatthan, sertittkasi. Jan izin kepada
perusahaan angkutan umum Jdi Kabupaten kot dan ¢ pengawasan terhadap pelaksanaan

Lalu Lintas dan Angkutan falan kabupaten kota.

Selain masalah pembiaan. UU LAT juga memberikan kewenangan kepada pemerintah Kota
untuk menentukan Ketas jalan pada setiap ruas jalan. Hal i sebagaimana diatsr dalam
kKetentuan pasal 20 avat (1) huruf d vang akan diatur lebwh lanjut dengan Peraturan

Pemenntah, Menurut pasal 260 Pemermtah Kota juga memishiki kewenangan  untuk
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menyediakan perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan tersebut meliputi Setiap Jalan varg
digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: a.
Rambu Lalu Lintas: b. Marka Jalan; ¢. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. alat penerangan
Jalan: e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jaian: I. alal pengawasan dan pengamanzn
Jalan; g. fasiliias untuk sepeda. Pejalan Kaki. dan penvandang cacat; dan h. fasilitas
pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badzn

Jalan.

Dengan demikian. bisa dilihat bahwa UU LAJ juga memterikan serangkaian kewenangan
kepada pemerintah kota dalam hal pembinaan dan penyelenggaraan jalan. Selain itu, hal vang
pantas dijadikan catatan adalah substansi dalam U'U LAJ tersebut memuat perlindungan hak

hak dari kelompok rentan (vulnerable groups rights mainstrecming).

3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82. Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teniang Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan (UL P3) berisi tentang taa cara pembentukan peraturan peruhdang undangan.
Selain itu didalamnya juga memuat tata urutan (hirarki) peraturan perundang undangan yvang
menempatkan Peraturan daerah sebagai salah satu nomenkiatur dari peraturan perundang

undangan tersebut.

UL P3 juea memberi arahan secara teknis tentang pembuatan serta penormaan peraturan
JUg g 1

perundang undangan maupun naskah akademik yang menjadi prasyaratnya. Bisa dikatakan.

pedoman tata cara perumusan naskah akademik ini juga bersumber pada remplare yang sudah

disediakan pada lampiran UU tersebut.

Pasal 7 avat (1) menempatkan peraturan daerah kabupaten kota di posisi terbawah dari hirarki
peraturan perundangan yang ada. Pasal 14 mengatur materi muatan yang suharusnya diatur di
dalam perda yvaitu dalam rangka menjalankan atonomi daerah serta menjalankan perintah dar

peraturan perundangan vang secara hirarkis lebih tinggi.

Dikatakan dalam pasal 63 bahwa penvusunan peraturan daerah vang diberiakukan pada
peraturan daerah provinsi juga berfaku secara pndatis mutandis terhadap peraturan daerzh
koota. Hal ini berarii antara perda provinst dan kabupaten memiliki logika mekamsme yarg
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indooesia Nomor 35387) sebagaimana telah dinbah yang kedua kali
dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 (Lembaram Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaram Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang Undang imi merupakan bentuk penyempumaan dann UUJ Pemenntahan Daerah
terdahulu yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenintahan Daerah. Sebagaimana telah
dikemukakan pada bab sebelumnya, UU ini memberikan panduan tentang relasi pemnerintah
pusat dan pemerintah daerah. Terdapat pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah dengan mengacu pada prinsip negara kesatuan. Pemnbagian urusan tesebut
terbagi atas urusan pemenntahan yang bersifat absolut, konkuren dan urusan pemernntahan

umum.

Terkait jalan, kewenangan pemenntah kota bisa dihubungkan dergan penyelenggaraan jalan
vang terklasifikas: sebagar bagian dan urusan wapb pemenntahan dalam hal pelayanan dasar
(pekerjaan umum)vang harus dipenuhi pemenntah baik pusat maupun daerah. Dengan
demikian, jelas bisa dilihat bahwa keberadaan UU 23/2014 menopang kewenangan daerah

dalam penyelenggaraan jalan.

5. Peraturan Pemerintab Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dan UU Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan. Secara spesifik, beberapa pasal dalam UL Jalan mengamanatkan pembuatan
PP. Diantara pasal pasal tersebut adalah Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasat 10, Pasal 11,
" Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62.”"

Pada pasal 123 ayat (2} disebutkan bahwa Pemeriniah kota dapat melakukan pengambil
althan ruas tertentu pada jalan khusus untuk dijadikan jalan umum. Adapun hal hal yang

harus diperhatikan pemerintah kota dalam pengamoilalihan iersebut adalah :

a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;

! Konsideran bagian menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
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b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah;
dan/atau

¢. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan pemerintah kota memang tidak banyak disebut dalam PP ini. Namun, PP ini
tetap dijadikan acuan bagi pemerintah kota dalam pelaksanaan UU Jalan. Hal ini setidaknya
dikarenakan dua hal. Pertama, karena secara hirarki kedudukan PP lebih tinggi dari peraturan
darah. Kedua, PP memiliki substansi yang secara teknis lebih aplikatif daripada apa yang
tertuang dalam UU.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan
Apgkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomeor 193,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah ini dibuat dalam rangka untuk meneruskan amanat dalam pasal pasai di
dalam UU LAJ. Ketentuan tersebut tersebar kedalam Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21
avat {3). Pasal 23 avat {2). Pasal 42, Pasal 45 ayat {4), Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 22 Tzhun 2009. Lingkup yang diatur dalam PP ini adalah: '

a. Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. Ruang Lalu Lintas;

c. Perlengkapan Jalan;

d. Terminal:

e. fasilitas parkir umum; dan

f. fasilitas pendukung

Dalam hal rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan kota, maka pemerintah kota memiliki
kewenangan untuk menetapkannya sesuai dengan lingkup kewenangan yang dimilikinya.

Adapun uraian dari kewenangan tersebut diatur melalui pasal 13, 14 dan 15 yang berbunyi:
Pasal 13

(1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota memuat: a. prakiraan
perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota; b. arah
dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kota dalam keseluruhan moda
transportasi; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kota; dan d. rencana kebutuhan

Ruang Lalu Lintas kota.

26



(2» Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota disasun berdasarxan
kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kota.
{3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalar ko-a sebagaimana
dimaksud pada avat (i) merupakan arahan dan pedoman untuk. a. pengembanzan
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota: b. integrasi artar dan intra moda
traasportasi tingkat Kota; ¢. penyusunan rencana umum lahu lirtas dan angkutan jzlan
Kota: d. penyusunan rencana umum jaringan jalan kota; e. penvusunan rencana umum
jar.ngan tray2k angkuian perkotoan: f penyusunan rencana umum janngan lictas
angkutan barang kota: g. pemtangunan Simpul kota; den h. pengembangan teknologi
dan industri lalu lintas dan angkutan jalan kota.
Pasal 14
{1+ Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jzlan
kota dilakukan oieh Walikota.
12y Peayusunan rencana indub Jaringan Lalu Lintas dan Anghvian Jalan Aol
armanz dimeksud padz avar (1) dilakukan dengan memperhatikan:  a. dokumen
rercana tata raang wiayah rasional; b. dokumen rencanz tata nrang wilayah provinsi: «.
dokumen rencana tala ruang wilayah kota; d. dokumen rercana pembangunar. jangzka
panjang daerah kota: e. dokumen rencane induk perkeretaapian kota: f dokumen
rencana induk pelabuhan nastonal: g. dokumen rencana induk nasional harduar vdara. h.
dokumen rencana induk Jarinzan Lalu Lintas dan Argkutan Jalan nasional: dan 1.
dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan p-ov:nst.
Pasal 15
Reacana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana Jdimaxsud
dalam Pasal 13 ditetapkan denwan Peraturan Walikota setelzh mendapat pertimbanian
Gubernur dar: Menten.
" Dat uraian diatas. bisa dilihat bahwa pemerintah kota juga memiliki kewenangan veng
“curup signifikan yang dapat digunakan sebagai daser bagi penyelenggaraan jalan di

tingkat Kota.
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7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/ PRT/M/2005 tentang Leger
Jalan;

Peraturan Menteri ini memuat ketentuan teknis tentang leger jalan. Leger jalan merupakan
dokumen yvang memuat data dan informasi mengenai perkembangan informast suatu jalan.
Data vang termuat dalam leger jalan meliputi Leger jalan sekurang-kurangnya memuat data

sebazai benkut:

a.  data identitas jalan:
b.  datajalan:
¢.  peta lokasi ruas jalan: dan

d.  data ruang milik jaian.

Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a meliputi:

a.  nomor dan nama ruas afan;

b.  nama pengenal jaiun:

¢ titik awal dan akhir sena jurusan jalan:
d. sistem Jarinean jalan

¢ fungsy julan:

£ STATUS Jbain Jif

o Kol jaian

Data jalan schbagaimana dimaksud pada ayat (1) huru! b meliputi data teknis:

h.  alan

i jembatan:

1. eros onga:

| hangunan polelnsRap lnnya
i perfengkapan ialan: dan

nt.  tanah Jdasar.

2y Peta lokasi ruas jalan schay:imana dimaksud pada ayat (1) hurut ¢ memuat

a. titik awal dan akhir ruas jalan:
b batas admimistrasy:

< patoh hlemcten

d. persumpangan:

¢.  jembatan: dan

I terowongan.

(3} Data ruang mifik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut d mehputt:

a.  luas lahan:

b. data perolehan hak aws tanah:
<. nilal nerolehan: dan

J. bukt sertitikat hak atas tanah.

tajuan dibuatiya leger jalan adatah untux mengetahui perkembaingan ruas jakun. Leger jaan
juga bermantaat untuk mengetahui kekavaan negara maupun orang maupun instansi. Terakhir

Jokumen leger memiliki kegunaan sebagai basis data untuk kegiatan penyelenggaraan jalan
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serta sebagai dasar untuk melaksanakan tertib pemanfaatan. pemeliharaan dan pengawasan

jalan.™

8.  Peraturan Menieri Pekerjaan Umum Nomeor 11/ PRT/M/2010 tentang Tata Cara

dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;

Peraturan Mentert ini mengatur tentang persyaratan laik fungsi jalan. Laik Fungs: Jalen
adalah Kondisi suaw ruas jalan vang memenuhi persvaratan teknis kelaikan untuk
memberikan Kesclamatan bagi penggunanya, dan persy aratan administrant vang membenken
kepastian hukum bagi penvelenggara jalan dan pengguna jalan. schingga jalan tersebut dapar

dioperastkan untuk umum. -~

Maksud serta tuivan dand dibuatnya standar laik tungst jalan dg-laskan dalam pasal 2 sebhaga

berihut:
Pasal 2

1y Peraturan Menierni ini dimaksudkan untuk menetapkan pedoman dan standar teknis untek

an u Jan ovaluas) serta penetapan Lailk Fungst Jalan uniuk jalan umum sarg

t talan nasional. jafan provinsi. dan jalan kabupaten‘kota.

penyelengearaan talan yang meliputi pengaturan. pemrmaan. pembangunin. don peneawasen
an: Jdan b oersediznva jalan vang memennhi ketentuan keselamatan, kelancaran.

ckonomis. dan ramah hingkungan.

Pengaturan teniang kelatkan jalan membernikan pedoman teknis bagt pemernmtah kot dalam

rangka penvelencearaan jatan.

9.  Peraturan Menteni Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT/M/ZOTO tentang Pedoman

Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;

Detinisi operasional dari bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang melipun

. . vpep - . =3 . . .
ruang mantaat jalan. ruang milik jalan. dan ruang pengawasan jalan. ~ Masing masimg dan
konsep tersebut memiliki makna secara vuridis sebagaimana akan dideshripsikan dalam
pengertian pengertian berikut. Ruang manfaat jalan adafah ruang sepanjang jalan vang

dibatasi eleh Iebar. tinggt dan kedalaman tertentu vang ditetapkan oleh penvelenggara jalan

 Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78 PRT M 2003 tentang Lezer Jalar,
~ Pasal | asat (5) Peraturan Menieri Pekerjaan Umum Nomor 11 PRT M 20010 tertane ata Cara den
Persvaratan Laik Fungsi Jalan.

7 Pasal | avat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20° PRT.M 2010 tentang Pedoman Pemanfaatn

dan Pengyunaan Bagan-bagian Jalan.



dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.“ Ruang
milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang
diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di
masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar,
kedalaman dan tingg) tertentn.” Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang
milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelerggara jalan agar tidak mengganggu
pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan-”

Maksud dari dibuatnya pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalan adalah
untuk menjamin ketertiban serta serta pemanfaatan bagian bagian jalan sesual dengan
perumukannya.n Didalamnya juga memuat permasalahan izin, dispensasi serta rekomendasi.

Kewenangan nemerintah kota dalam hal ini juga dinyatakan dalam pasal 5 ayat (7).

Adapun bunyi lengkap dari pasal 5 ayai (7) tersebut adalah sebagai berikut: Wewenang
bupati/walikota selaku penyelenggara jalan kabupaten’kota dalam pembenan izin, dispensast,
dan rekomendasi untuk jalan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk. Dan
sini bisa terlihat bahwa pemerintah kota juga mermiliki kewenanagan dalam menentukar

pemanfaatan bagian bagian jalan.

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/ PRT/M/2011 tentang

Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Tehnis Jalan;

Peraturan Menteri ini sangat penting keberadaannya. Didalamnya memuat tentang pedoman
teknis tentang syarat teknis jalan. Adapun tujuan utama dari Peraturan Menteri ini adalah

untuk mewujudkan rasa aman begi para pengguna jalan.

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomeor 63/ PRT/M/2012 tentang Pedoman

Penetapan Fungsi Jalar dan Status Jalan;
Penetapan fungsi jalen dan status jalan merupakarn hal yang sangat penting, Disini diuralkan

perihal sistem jaringan jalan. Misalnya dalam pasal 4 dijelaskan tentang sistem jaringan yang

juga menyentuh level jalan kota.

7 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan
dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan.
7 Pasal | ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan
dan Penggunaan Bagian-bagtan Jalan.
7 Pasal | ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan
dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan.
7 pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan
dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan,
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Pasal 4

(1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuzn jaringan jalan yang terdin atas sistem
jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan
hierarki.

(2) Pusat kegiatan dalam sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputt PKN, PKW, PKL, PK-Ling, PKSN, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis
Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten.

(3) Kawasan perkotaan dalam sistem janngan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi Kawasan Primer, Kawasan Sekunder-I, Kawasan Sekunder-II, Kawasan
Sekunder-1, perumahan, dan persil.

Kewenangan kota terdapat pada penetapan ruas jalan. Pasal 7 ayat (3) menyebuikan bahwa

penetapan ruas jalan oleh Gubernur harus mempertimbangkan usulan dani walikota.

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3¢ Tahua 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 merupakan bentuk penyempumaan
dan Peraturan Menteri Dalam Negen nomor 1 tahun 2014. Isi Permendagri ini secara garis
besar memuat pengaturan teknis tentang pembentukan produk hukum daerah yang salah sat
diantaranya adalah peraturan daerah. Pasal 2 Permendegri ini menyebutkan tentang jemis
produk hukum daerah yang meliputi peraturan dan penetapan. Produk peraturan inilah yang
didalamnya terdapat peraturan daerah. Dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri ini juga
disebutkan tentang lingkup materi muatan yang seharusnva diatur berupa pelaksanaan dari
otoncmi daerah dan merupakan pelaksznaan dani peraturan perundangan yang lebih tinggi.
Selain itu. muatan lokal juga bisa menjadi substansi dari suatu perda. Secara lebih terperinci,
Pasal 4 ayat (6) menyebutkan lingkup inaten' yang diatur oleh peraturan daerah
kabupaten’kota yaitu:

Pasal 4 ayat (6)

Perda kabupaien/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan

untuk mengatur:
a. kewenangan kabupaten/kota,

b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;

31



¢. kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;

d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya nanya dalam daerah kabupaten/kota;

dan/atau

e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih =fisien apabila dilakukan oleh daerah

kabupaten/kota.

Selain mengatur lingkup materi. Permendagri ini menga-ur pu.a fentang penyusunan program
pembentukan peraturan daerah. Penvusunan Naskah akdemik juga diatur pada pasal 22

sampai dengan Pasal 24.

Hal vang penting dalam Permendagii imi terkait Jengan icknik penyusunan piGGux hukum
daerah (perda) terdapat pada lampiran 1l Lampiran dua menjeleskan secara cdetall tentang
teknik penyusunan naskah akademik yang berlaku unruk perda provinsi maupun Kabupaten
atau kota. Secara garis besar. tidak ada perbedaan yang mencasar antara aenielasan pada

Permendagn dengan apa yang sudah dijefaskan dalam UU 12 atahin 2011

{.ampiran [{l Permendagn. memuat tentang contoh sisterratika masing masing produk huhum

daerah beserta desain font serta jenis huruf yang dipakat. -

Dengan demikian. Permendagn telah memuat substansi veng Jdiharuskan sebagail acuan

datam pembentukan peraturan Jaerah.

i3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomer 1 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahup 2014 Nomor 1 Seri D, Tambahao Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 37);

Dalam pasal 4 ayat (4) ditegaskan bahwa tzrdapat susunan vang hirarkis dalam peraturan
daerah. Dalam susunan yang hirarkis tersebut. kedudukan peraturan daerah provinsi memihiki

kedudukan vang lebih tinggi dari peraturan daerah kabugaten atau kota.

Di Provinsi Jawa Timur, terdapat peraturan darah vang mepzatur tentang jalan yaitu
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahur 2014 tentcng Penvelenggaraan Jalan
Berkeselamatan. Dalam perda ini dimuat tentang kewenangan Provinsi Jawa Timur dalam hal
ialan. Selain i, perda ini memuvat ketentuan spesfik vang mengatur tentang irisan
kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kab ipaten ataa kota di Jawa
Timur terkait dengan jalan. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Bab X vang berjudul

ketentuan lain lain. Pada pasal 67 disebutkan bahwa:
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“Dalam hal jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan‘atau Kabupaten Kota
mempunyai nilai strategis bagi Pemerintah Provinsi. maka penyelenggaraannva dapat

dikerjasamakan antara Pemerintah. Pemerintah Provinsi dan Pemeriniah Kabupaten Kota.™

Dengan demikian, Perda Provinsi Jawa Timur im1 wajib menjad: rujukan bagi daerah

kabupaten/kota termasuk Kota Surabaya dalam pen:usunan raperda terkait dengan jalan.

14. Peraturan Daerah Kota Surabava Nomor 12 Tanun 2014 tentang Rencana Tata

Runang Wilayah Kota Surabayva Tahun 2014-2034;

Peraturan daerah ini memuat tentang rencana tata ruang dan tata wilavah untuk Kota
Surabaya tahun 2014-2034. Dengan kata lain, perda ini memuat cetak biru arah penataan
pembangunan vang berbasis kewilavahan. Berbicara tentang ruang. maka wilavah darat juga
merupakan bagiannva. Secara spesitik. jalan juga menjadi bagian dari hal vang diatur dalam
Perda in1 Jalan cukup banyak disebut secara eksplisit dalam perda ini. tercatas, sekitar 236
kara jalan ada di dalam perda ini. Kata jalan terscbar di beberapa bagian. Misalnva dalam
pasal 10 hurut a. Discbutkan dalam pasal tersebut behwa pengembuarnzan sisiom janinoan

TS

transportast merupakan dan Kebijakan pengembangan sistam prasarana wilayvah Kot secara
terpadu. Selanjutnyva. pengembangan sistem jaringan transporiast tersebut diurutkan daiam
pasal 11 {sebelas) avat (1) vang berbunvi sebagai benkut:

a. mengembangkan transportasi darat yang dikembangkan secara terpadu dengan -

I. mengembangkan jaringan jalan secara berhirarki dengan mengutamakan peningkatan akses
vang setara antara koridor utara-selatan dan koridor timur-barat:

2. meningkatkan pelayanan angkutan umum penumpang dan barang dalam dan antar Kota
dengan mengutamakan angkutan umum massal;

3. mengembangkan angkutan massal perkotaan beroasis jaian vanu lerinteyrasi dengan woda
transportast lainnya:

4. memngkatkan kualitas dan kuantitas termmal angkutan umum dan antarmoda secara
berhtrarki:

5. memngkatkan  pelavanan  prasarana  pejalan  kaki  vang ramah bagi orang
berkebutuhan khusus dan sejalan dengan pengembangan janngan jalan dan kawasan

fungsional kota:
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6. mengembangkan dan meningkatkan kualitas prasarana dan saranabagimoda  transportasi
kendaraan tidak  bermotor vang terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalaz dan

kawasan fungsional kota:

7. mengembangkan transportasi sungai sebagai pendukung transportasi darat dan sarana

wisata; dan

8. mendukung peningkatan jalur penyeberangan Ujung-Kamal sebagai penghubung sntara

Surabaya-Madura disamping pengoperasian Jembatan Suramadu.

Selain dalam pasal 10 don 11. pasal 80 juga mengatur tentang jaringan jalan terkausis
masalah zonasi tntuk jaringan transportast. Zorasi tersebut menurut pasal ¥0 ayat (3)

meliputi:

a. kelentuan Umum peraluran zonasi uﬁ{uk prusarana_jnringan jalan bebas hambatan:
b kelenmluan umum peraturan zendst untuk prasirana jarinean jalan tol

¢. ketenfuan umum peraturan zonasi untuk prasarana jaringan galan arten:

d. Ketentuan umum peraturan zonast untuk prasarans janngan jalan holektor:

e. ketentuan umum peratvran zonasi untuk praserane jaringan jalan tokal:

Penjelasan masing masing zonasi sebagaimana terinei diatas divratkan secars lebih detail

pada uvat avat seiunjuiny

Setelah menguraikan beberapa peraturan perundangan vang terhait bak dJart aras vertikal
maupun horisontal. bisa ditarik beberapa kesimpulan. Pertama. bahwa pembuatan raneangan
peraturan daerah “entang jakun ini merupakan bagian dan penerusan amanat dart peraturan
vang lebih tinggi. Sehingga. terdapat logika vang Konsisten antra perituran perundanyan
vang lebih tinggi dengan rancangan peraiunin daerait vanyg dibuat. Kedua, bahwa pcng.;uurm
tentang jalan juga secara sistematik menuzandaikan adanya Keterpaduan dengan peraturan
perundangan vang setingkat. Dengan demikian. tidak ekan terjadi pengaturan dalam level
perda vang bersifat tumpang tindih. Hal ini membuktikan sekah lTagt balhsa dalam sui

negara. hukum itu d:pandang sebagat sebuah fogika vang tertutup.



BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Bab ini akan menguraikan tentang beberapa hal yang menjadi basis dalam pembuatan naskah
akademik vang nantinya digunakan sebagai dasar bagi rancangan peraturan daerah. Secara
limitatif. landasan tersebut sudah ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang
meliputi landasan filosofis. landasan sostologis. dan landasan yuridis. Baik UU 12 tahun
2011 maupun Permendagri 80 tahun 2015 menyebutkan dalam lampirannya bahwa landesan-

. . - . Ty
fandasan tersebut haruslah terintegrasi dalam sisiematika naskah akademik.

Landasan filosofis memuat tentang reasoning vang digali dari pandangan hidup bangsa.
kesadaran. cita hukum. suasana kebatinan. serta falsafah vang bersumberkan pada Pancasila
dan Pembukaan Undong Undang Dasar 19435.% Disisi lain terdapat landasan sosiologis.
l.andasan sosiologis memuat hal hal sang berkenzan dengan fakta bahwa suatu peraturan
dibentuk pada prinsipnva untuk merealisasikan kebutuhan rakvat.”' Kcebutuhan ini bisa
tergambarkan melalui perkembangan masyarakat mang didapat dart hasit kapan securu
sostologis. Terakhir, terdapat landasan vuridis yang memuat substansi entang Keberadaan
peraturan perundang undangan vang terkait dengan materi vang dibahas dalam raperda
(existing faw) > Dalam landasan vuridis. akan ditakar keberadaan suatu peraturan perundang
undangan dari sisi Ketersediaan twvailabiling. relevanst serta implementasi. Dart sist
ketersediaan, apakah memang sudah ada peraturan perundangan setingkat Kota Surabaya
vang mengatur jalan?. Selanjutnya akan ditehsik lebnh javh lagi apakah aturan tersebut
relevan baik dilihat dari aspek mater1 maupun dan hirarkinva. Terakhir. akan dilihat apakah

suatu peraturan tersebut masth efekuf berlaku atau udak.
A. Landasan Filosofis

Pada bagian awal bab I naskah akademik im dijelaskacn bahwa jalan memilikt peranan vaug
sangat penting bagi mahluk hidup terutama manusia. Peran jalan sangat berkaitan dengan
akses manusia terhadap hak asasi yang melekat padanya. Spektrum vang luas dalam hak asasi

manusia vang meliputi hak sipil. hak politik. hak ekonomi. hak sosial. dan hak budaya dapat

- Lampiran 1 UU 1272011 temang Pembentukan Pemndangundangan pada bapian sistematika naskah akademik
dan lampiran 11 Permendagri 80 2015 tentung Pembentukan Produk Hukum Daerah pada bagian sistematihs
naskah akademik.

* Ibid

" ibid,

* Ihid
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dikaitkan dengan fungsi jalan. Meskipun matra ekonomi lebih mengedepan, namun lingkup
fungsi jalan juga berkaitan dengan aspek yang lain. Untuk itu, dalam sub bagian im akan

diuraikan aspek aspek tersebut secara filosofis kenegaraan.

Dikaitkan dengan Pancasila, maka keberadaan jalan sangat erat kaitannya dengan gagasan
keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila kelima
Pancasila. Dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa gagasan keadilan sosial
dirangkai dan dibaca senafas dengan sila pendahulunya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaaan dalam permusyawaratan perwakilan.!’3 Dengan demikian, gagasan
kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam sila ke-empat dimaksudkan untuk mencapai

keadilan sosial. Dalam bahasa Soekarno hal ini disebut sebagai demokrasi ekonomi.

Keberadaan jalan juga bisa dikaitkan dengan rumusan pembukaan UUD 1943 tentang tujuan

bemegara. Setidaknya, terdapat tiga tujuan bermnegara menurut pembukaan tersebut.®

1.  Melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

serta

Ll

Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kepada kemerdekaan,

perdamatan abadi. dan keadilan sosial.

Dilihat dari tujuan bernegara tersebut, poin nomor dua tentang kesejahteraan umum
merupakan konsep yang paling relevan terkait dengan keberadaan jalan. Mengacu pada
pendapat Assiddigie. jika pengaturan tersebut diatur melalui konstitusi maka permasalahan
kesejahteraan umum merupakan salah dua dart tiga aspek konstitusi vaitu konstitusi ekonomi
dan konstitusi sosial®® Konstitusi ekonomi berkait dengan prinsip prinsip dasar kebijakan
ekonomi vang dimuat dalam konstitusi. Sedangkan disi lain terdapat pula kebijakan kebijakan
dalam permasalahan sosial yang dicantumkan dalam suatu konstitusi.*® Keberadaan jalan,

jika dilihat dant fungsinya, memuat dua aspek konstitusi tersebut.

Visi mewujudkan kesejahteraan umum pada alinea ke-empat menjadikan Indonesia dapat

terkualifikasi sebagai negara Kkesejahteraan (welfare state) yang menemukan akar

¥ yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas. Rasionaliras dan Aktualitas Pancasila, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2011, hal. 491
¥ Dr. Kirdi Dipoyudo, Seri Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila: Keadilan Sosial, CV. Rajawali, Jakarta,
1985, hal. 7.
8 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, Hal. 74-75.
26 :

Ibid.
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historisisnya pada tradisi sosialis. Pada rapat Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan
(BPUPK), Soekarno menjadikan kesejahteraan sebagar salah satu prinsip dari > prinsip dalam
ide filsafat bangsa (philosophisce gr:;mds!act:‘ge;).87 Selanjutnya. dikatakan oleh Soekamo
bahwa yang dimaksud dengan prinsip kesejahteraan adalah ditandai dengan tiadanya
kemiskinan dalam Indonesia merdeka.®® Tidak hanya Soekarmno yang berbicara tentang
kesejahteraan. Meski dengan bahasa vang berbeda, gagasan itu juga disuarakan oleh beberapa

perumus undang undang dasar seperti Muh. Yamin. Soerio, A. Rachim. serta Soepomo.

Muh. Yamin dalam pidatonya menvebut tentang kesejahteraan rakvat sebaga “perubahan
besar tentang kesejahteraan vang mengenat kehidupan ekonomi dan sosial sehari han vang
mengenai dari putera puteri negeri.”® Sczrio. menanggapi tentang menjelang hadimva
negara baru menvatakan bahwa tujuan negara baru nantinva adalah negara tersebut harus
“subur dan makmur™"® Untk itu. diperlukan perekonomian vang schat dan prakiis vang
nantinva mampu menopang kehidupan rakvat jelata vang masith hidup dalam ke-papa-an
sehingga permasalahan rendahnya pendapatan mungkin menjadi concern ying utama.”’
Sementara 1w, A, Rachim berpendupai bahwa permasalahan perckonomian harus  juga
mermuat ¢agasan tentang nasionalisasi perusahaan peruahaan (asing). - Hak hak atas tanah
vang berlaku pada era kolomal harus dikembalikan kepada rakvat melalu pc:mv::rinu—,ih."'3
Soepomo dergan pandangan negara integralisiiknya menyvatakan bahwa perekonomian
disusun dengan perdasarkan prinsip sosialisme negara.” Yang dimaksudkan schagai
perekonomian sosialisme negara adalah negara memainkan peranan penting dalam penataan
kehidupan perckonomian dengan mendominasi scktor scktor vital vang melibatkan

: 93
kepentingan umum.™

Masa retformasi telah memberikan pengaruh vang sangat signiftkan terhadap kandungan
muatan kenstitust. Beberapa hal baru diatur dalam konstitusi termasuk diantaranya adalah

pengaturan mengenai hak asast ianusia.

Y Risaian Stdang Badun Penvelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaun Indonesia (BPUPKE) dan Panitia
Persiapan Kemerdekaan ndonesia (PPRI;, Sehretariat Negara Republik Indonesia. Jakaria. 1998, Hal. 99.

% Ibid.

** Yudi Latif. Op. Cit, Hal. 528.
™ 1hid.

* thid

= Ihid.

" thd.

“ thid.

" Ibid. Hal, 529,
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Ide ide dasar tentang HAM diadopsi Lkedalam Konstitusi Indonesia vang baru sehingga
menggeser status HAM menjadi hak konstitusional. Hal ini tentu saja semakin memperkuat
kedudukan hak asasi manusia dalam suatu ncgara bangsa. Tak bisa dipungkiri bahwa
keberadaan pasal pasal hak asasi manusia dalam konstitust tidak dapat dilepaskan dan
gagasan deklarasi universal hak asasi manusia. Hal ini mewujud dalam Ketetapan MPR no.
XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Dalam Tap MPR tersebut. gagasan hak asast
manusia diakomodir dalam suatu peraturan perundang undangan. Tap MPR tersebut pada
tahapan selanjutnya dyadikan bahan bagi pembuentuk Undang Undang Dasar NRI 1945 untuk
merumuskan rincian hak asasi manusia yang akan dimakiubkan kedalam Konstitusi vang baru

- .Uy
pasca retormasi.

Keberadaan pasal-pasal vang menvangkut HAM semakin memberikan arti penting bagi
keberadaan jalan. Hal ini udak lain Jdikarenakan oleh peran jalan scbagar prasarana vang

dapal membants warga ncgarn untuk mengakses hak hak asasi vang ada padansa.

Sepagat simpuian atas beberapa peaian diatas bise dikatekan bahwa porumupsan rancangan
peraturan dacrah tentany jalan ini memiliki basts filosofis vang kekeh Hal i dikarenakan
penyvelenggaraar jalan merupakan bagtan dar kewajiban negara dalam raﬁgka mewjudkan
tujuan bernegara icrutama dalam hal memajukan kesejahteraan umum vang berkeadilan

wosial, Jadi. sangat berkesesuaian dengan nilai nilai dasar Pancasila.
B. Landasan Sosiologis

Qurabasa merupahan hota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Secara astronomis.
Kota Surabava terletak antara 07 21 Lintang Selatan dan 112 36 s.d 112 54 Bujur Timur.”
Wilavahma merupakan daratan rendah dengan Ketinggian 3-6 meter diatas permukaan a7
tun. kecuail o sebelah selatan hetinggian 23-30 meter Jdiatas permukaan air faut.” Bziasan

Wilavah Kota Surabaya adalah sebagai berikut :Sekelah Utara Selat Madura Sebelah Timur

- Selat Madura Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo Sebelah Barat : Kabupatan Gresik.”

™ N\askah Komprehensit Perubahan Undang Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 19435 Buku VIH
Warga Newara dan Pendiduk Huk dsast Maiusea Jan Zgama. Sekretaria lenderal Dan Kepan teraan
\iahhamah Konstitusi, Jakana, 2010, Hal 31

" Radan Pusat Statsuk Surabava. Swrabava Dudam Angka: Surabuva in Ciures 2075, BPS Surabaya. 2015,
tlal @ Bisa Jiahses melatuil fiepy; serubapitkons bps go - bidex php puhlikasi 4.

ki,
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[.uas wilavahnva seluruhnya kurang lebih 326.36 km2 yang terbagi datami 31 Kecamatan dan

- Yy T}
163 Desa/Kelurahan.”

Dari sisi demografi. Kota Surabava tergolong wilayah yang memiliki kepadatan penduduk
vang tingyi. Menurut data sensus penduduk tahun 2010 sebagaimana dikutip dalam Surabava
dalam angka. jumlah penduduk Surabava tercatat sejumlah 2.765.487."" Jumlah ini. dalam
keterangan vang lain, diproveksikan akan terus meningkat darni tahun ke 1ahun.'"” Pada 1ahun
2020, penduduk Kot Surabaya diproyeksikan sebanyvak 2.9 julaan.""" Jumiuh pendudubk Kot
Surabava merupakan vang tertingel diantara kotz maupun Kabupaten vang lamn di Java

-y g
I'imur.

Gambar L. Tingkat Kepadatan Penduduk di Jawa Timur 2014

Gambar'Figure 11
Peta Jawa T:mur Mernurut Kepadatan Penduduk
Uap of Jawa Fimur by Poz . 3ncn Densiry
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Secara kuantitas. sampai dengan tahun 2012 jumlah kendaraan bermotor di Surabaya
mencapal 1.8 Jutaan.'" Sajian data vang menampilkan jumlah kendaraan bermotor tersebut
meng-cover periode waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.'% Varian dan
kendaraan bermotor melingkupi sedan dan sejenisnya. Jeep dan sejenisnya. Station Wagon
dan sejenisnya. Bus dan sejenisnya. Truk dan sejenisnya. sepeda motor dan sejenisnya, serta
alat berat dan sejt:nisn_va.'mr Sepeda motor merupakan jenis kendaraan bermotor terbanyak
dan alal berat merupakan jemis kendaraan yvang paling sedikit.'”™ Masing-masing jenis
kendaraan bermotor tentu saja memiliki karakteristk yang berbeda baik dart sisi ukuran
(size} meupun darl berat jenis (weight}. larakteristik vang berbeda ini pada akhimya ckan
mempengaruhi jalan baik dalam hal konstruksi jalan hingga daya tahan jalan. Untuk lebin

lengkapnya bisa dilihat gambar 2.

Gambar 2. Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnva di Kota Surabaya

Jers Kendaraans
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Fakta yang sangat jelas terdapat pada gambar 2 adalah informasi mengenai trend atau
kecenderungan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terus merangkak naik. Jika
dibandingkan dengan tahun 2000 (dimana perda tentang jalan Kota Surabaya disahkan) tentu
banyak hal yang telah berubah. Dan titik anjak tahun 2008 sebagaimana terlihat pada gambar
saja, secara kuantitatif banyak hal yang telah berubah.

Disisi iain pembangunan jalan juga terus dilakukan. Data yang dihimpun BPS Kota Surabaya
menunjukkan bahwa secara kuantitas terdapat penambahan panjang jalan dari tahun ke tahun.
Jenis permukaan jalan di Kota Surabaya terdin dari paving dan aspal.m Terdapat beberapa

kelas jalan yang mehputi arten primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder,

lokal, khusus, dan yang unclassified.

i10

dalam kondisi bagus.'"' Lebih lengkapnya lihat gambar 3.

Dan sekian jenis kelas jalan tersebut. sebagian besar

Gambar X. Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan, Koudisi Jalan Beraspal dan Kelas

Jalan.
Urairans .
Description 2008 . 2009 2010 2011 2012 2013 2
L)) 2) 37 T B} Y 7
1. Jenis Permukaan/
Type Of Road Surfaces
a. Pavimgl 11,47 588,00 142,113 142 37 108.73 160,73
b. AspalAsphalt 2.024 .48 83500 t 2B4 D4 1284 28 1427.75 1877 08 1+
c. KerkidiGravel - - - B -
d  TanahlLand - - - - -
Jumlah/Total 2.035.05 1.421.00 1.420 15 1428.05 1024 48 1874.71 181
2. Kondisi Jalan{Beraspaly
Asphalt Road Condition
a. Baik/Good 1.875.50 1207.00 1383150 1331005 1.397.184 1847551 1.5:
b.  Sedang/Moderate 102.40 e 47 1583 1563 442 440
¢ Rusak/Damaged 58.05 8520 28.78 870 25.15 25,03
d  Rusak Berat/Hzavy - 25.42 223 2.33 1.01 1.00
Damaged
Jumilahy/Total 203595 142100 1.426.15 1.428.85 1.427.78 1677 68 1.8
3. Keias Jalan/
Road Classifications
a.  Arteri Prisner anr - - . - .
b Arteri Sekunder 78.85 22500 - - . -
c. Kolektor Primer 158.45 1.198.00 20,38 2112 2223 23,30
d. Kolekior Sekunder 25588 - 71.BD 71,80 T1,80 71.80
e Lokal 1. 40467 - 133347 1.333.73 133373 1.582.8% 14
f. Khusuos 5220 - - - - -
g Twdak Dirinci/ - - - - - -
Un Classification
Jumiah/Total 202845 1.421.00 1.426.15 1.428.85 142778 187708 1.4
Sumber : Dinas Bina Mlarga dan Pematusan Rota Surabaya
' bid. Hal. 325.
"1 1bid.
" 1bid.
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Sama dengan jumlah kendaraan. jumiah jalan yang dibangun juga memiliki kecenderungan
(trend) yang meningkat dari tahun ketahun. Qecara umum. dalam tingkat provinsi, rasio
kendaraan dengan panjang jalan tidak berjalan seiring schingga terdapat kecenderungan

bahwa pembangunan jalan akan sclalu tidak sebanding dengan peitambahar: kendaraan.'"

Keberadaan Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan perindustrian serta pariwisata
menjadikan magnet tersendiri bagi penduduk diluar Surabaya. Elaborasi tentang ketiga sektor
tersebut terdapat pada bab 6.7 dan 8 Surabaya dalam angka 2013. Magnitude Surabaya im
akan mempengzaruhi pula penggunaan jalan. karena berbagai kendaraan dari luar Surabaya

juga akan memasuki Surabaya.

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa terdapat masalah ataupun potensi permasalahan
terkait dengan jalan ini. Untuk . penehitian tentang kelas jalan sangat dibutuhkan untuk
menpetahul beban ja!an.“:‘ Permasalahan transpertasi umum di Surabaya teiah disoroti dalam
Aminah serta Arie Widavanti (et.al). Aminah menyebutkan bahwa Surabaya belum memiliki
<istem transportasi massal vang bagus % Dalam artikel vang lain. Aminah juga menyoroti
masalah  keberpthakan  pemerinah Kota  pada kepentingan  Kapitaiisme  dalam hai
pémbangunan jalan.”'; Sedangkan Arie Widayanti (ctall lebih menvoroti  kekurangan
prasarana jaian.'”’ Boediningsih menvoroti kepadatan lalu lintas vang berimbas pada polusi
udara di Surabava.''’ Pada artikelnva. Boediningsih mengeluhkan adany2 ketidaksesuvalan
kelas jalan denvan perumukkann_\a.m Hal senada juga disimpulkan oleh Alim dalam
skripsinva vang berjudul ~Hubungan Kondisi Lingkungan Fistk Dengan Kemacetan Lalu-
Lintus Di Kote Suwrubaya™""” Pada skripsinya Alim menunjukkan bahwa volume lalu-lintas
vang tidak sebanding dengan kapasitas jalan vang ada di Surabava merupakan pemicu

- - LIl N . -
timbulnva kemacetan lalu hintas. Al Hakim relah melakuhan studi teiang pemeliharaan

B2 granistik ranspontasi Jawa Timur 2013, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Hal 14-15. Bisa
diakses melalui tpsjatim go.id

"} Gisca V Pandev dan Lucia Lalamentik. Kelas Jalan Daerah Untuk Angkutan Barang. TEKNO SIPIL
Volume 12~ No.60 - April 2014 Hal. 35,

Y3 giti Aminah. Transporiasi Publik dun Aksestbalitus Musyarakat Perkotaan. Tanpa tahun

N Siti Aminah. * Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabava” MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi.
.T015 Hab.73.

% srie Widavati {et.al} Permasalahan Dun Pengembangan  Angkutan Umum Di kora Surabava, Jumal
Transportasi Vol. 14 No. 1 Apnl 2014: 35-60.

""" Widyawati Boediningsib. SH.MH. Dampak Kepadaran Lalu Linias Terhadap FPolusi {dura Kota Surabaya,
JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20 April 2011 Fakultas Hukum Universitas Narotama
Surabaya.

"3 Ibid Hat. 123

9 i Mifiahul Alim.  Hubungan Kendisi Lingkungan Fisik Dengan Kemacetan Lafu-Loitas Di Kota
Surabuva, Skripsi. Pendidikan Geografi. Uiniversitas Negeri Surabaya. 2012,

" fhid. Hal. 179,
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jalan dan menvimpulkan bahwa pemeliharaan jalan di kota Surabaya kurang optimal
Kekurang optimalan tersebut dilihat dari berbagai macam segi diantaranya dari aspek
efektivitas, efesiensi, kecukupan. responsivitas, serta dart aspek kelf:patzm.122 Studh yang
sama juga dilakukan oleh Wahyuningtyas dan Dewantara yang mengeluhkan tentang
kemacetan lalu lintas. Mepurmt Wahyuningtyas dan Dewantara. vang menjadi biang dar
kemacetan lalu lintas di surabava adalah kurang berimbangnya kapasitas jalan dibandingkan

. 3 . ; - 124
pengguna jalan.'*’ Selain itu. terdapat mis-management pengelolaan lalu lintas.

Keberadaan Kota Surabava sebagai kota pariwisata dan juga budaya serta ibu kota Jawa
Timur. menjadikan jalan wk sekedar menjadi prasarana wansportasi dan kegiatan ekonom.
Melainkan, jalan juga menjadi ajang untek mengungkapkan ckspresi dan aspirasi. Untuk
pengungkapan ekspresi tertentu.  hal ini dapat dilihat dari kegiatan cur free day dan car free

night vang dilakukan di nitik uuk jalan tertentu dan pada wakw tertentu.

Selain menjadi sarana berekspresi. jalan juga menjadi sarana untuk menyalurkan aspiras)
vang cendenms politis) ] alan di Surabava seringkal diiadikan wahana untuk melakukan
kegiatan demonstrast pada momentum erientt untuh memperingat suatu even!, sepert pada
saat han buruh. hari kebangkilan nasional. hanl arak. hari ibu atau bahkan kamaval untuk

cravakan harl kemerdekaan 17 Agustus dan hari jadi Surabayva pada tanggat 31 Mei.

Dengan bervanasinya fungst Jdan Kelas jalon dikzirkan denzon jumlah penduduk dan jumlah
kendaraan, maka sangat perlu diadakan pengaturan sepava terjadi keseimbangan antar

verbagar macam Kepentingan.
C. Landasan Yuridis

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab bab awal. bahwa pengaturan jalan di Kota Surabaya
sudah tersedia dengan dibuatny o peraturan daerah nomor 10 Tahun 2000 tentang penggunaan
jalan. Sampai dengan naskah akademik ini dibuat bejum ada pembaharuan atau perubahan
vang dilakukan terhadap perda tersebut. Rentang tahun antara perda tersebut dibuat dengan

tahun 1 sudah mencapai 16 tahun.

U Nuhamad Lukman Al Hakim. Sredt Evaluast Pelaksanaan Kehipakan Pemeliharaan Jalun Kote d Kota
Suruabava, Jumal Kebijakan gan Manajemen Publik, Volume 3. Nomor 1. Januari - Apnil 2013, Hal. 8.

'** Ihid. Hat. 9

'* Christina Wahyuningtvas dan Bagus Ginanjar Dewantara. Konsep Pergeraian Transportasi Di Kota
ﬁz:mbu_w. Seminar nasional Aphkasi Teknologi Prasarana Wilavah 2011.

iRl
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Dalam kurun wakiu 16 tahun tersebut terjadi beberapa perubahan yang bersifat mendasar.
Terkait dengan masalah jalan. perubahan tersebut setidaknva meliputi dua aspek yaitu aspek

hukum dan takia sosial.

Dari sisi hukum. telah terjadi perubahan peraturan perundang undangan di hirarki yang lebih
linggi vang mengatur tentang jalan. Peraturan perundang undangan tersebut sebelumnya
menjadi acuan dari pemberlakuan perda Kota Surabaya tentang Penggunaan Jakan.
Sebelumnya. dalam bagian kensideran menzingal. peraturan perundang undangan yong Ciosu
adalah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentany Jalan dan Undang Undang Nomor 14
Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. D1 tingkatan peraturan pemerintalt.
terdapat dua peraturan pemerintah yang juga merupakan lurvnan atau peraturan pelaksana
dani dua undane undanyg sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983
tentang falan dan Peraturan Pemerintah Nomor 453 tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu

[antas Taluy

undang pada than 2004 dengan dikeluarkanny o b ondang Undang Nomor 38 lahun Ui
tentang Jalan sehagat penggani LU T3 B9NE Disehutkan pada bagian  kensiderun

menimbang hurut ¢, bahwa UL 131980 sudzh udak sesum jagi dengan tantangan giobal.

Selain ine. pada abun 2009, ditetapkan U'ndang ' ndung Nomor 22 vang mengalur lentany
Lalu Lintas dan Angkutan falan scbagai pengganu dan UU T41992. Senada dengan UU
tenfang Jalan. maka perabahan sang terjedt kebih Jisebabkan karena adanva tuntutan
perubahan  akibat perkembangan  lingkungan  baix vang sifatnva  nasional  maupun
internasional. Disamping tu. pada poin d dinyaikan bahwa UL 1471992 sudah ndak mampu

lugi mengahomaodie perubahan kondist yang wiadi

Perubahan peraturan perundang undangan pada tingkat hirarki vang lebih tinggl tentu saja
akan berpengaruh pada substanst norma peraturan perundangan vang lebih rendah (Relsenian
modely, Unwk it periu diadakan penvesuaian konten bagi peraturan perundangan vang

lebih rendah supava tidak terjads inkensistenst norma.

Dari aspek sostal. nyvata myata telah wriadi pula perubahan perubahan. Perubahan tersebut
meliputi variabel sang mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan jalan. Misalnya terkait
dengan jumiah penduduk. Terdapat trend bahwa jumlah penduduk cenderung bertambah.

Selain itu. jumlah Jan jenis kendaraan juga bertambah dan tahun ke tahun. Disisi vang lain.
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fungsi jalan juga mengalami perkembangan sehingga tidak hanya bersentuhan dengan

masalah ekonomi saja. melainkan juga meliputi masalah sosial, politik dan budaya.

Dengan demikian. dari aspek ketersediaan memang Surabaya sudah memiliki perda tentany
penggunaan jalan. Namun. dilihat dari keberlakuan terdapat hal yang kurang sesuai terutama

pada aspek ketentuan perundang undangan dan fakta sosial yang menjadi driving force-nya.

Dari aspek kewenangan. maka Pemerintah Kota memiliki kewenangan uniuk membuat
peraturan dierah. Setidaknya. ha!l tersebut bisa dilihat dari hirarki tata hukum di Indonesia
mulai dari vang tertinggi sampai pada level peraturan perundangan yang lebih rendah. Secara
Konstitusional, kewenangan daerah untuk membuat peraturan daerah terdapat pada pasal 18.
Selain itu. pada level Undang Undang setdaknya terdapat dua UU vang membenikon
kewenangan secara atributif kepada Kota Surabava untuk membuat perda tentang jalan. LU
tersebut adalah UL Jalan dan /U Pemenntah Daerzh. Elaborasi tentang relevanst peraturan
perundangan terscbut sudah dipaparkan pada bab il tentang evaluasi dan analisis tentang

peraturan perundany undangon terkagr,
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BABY

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Terkait dengan substansi yang akan diatur dalam suatu raperda, naskah akademik memiliki
peran yang sangat penting. Bagian yang menyangkut kerangka serta sistematika suatu

rancangan peraturan daerah terdapat pada Bab V ini.

Rancangan perda ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan dalam hal penyelenggaraan
jalan. Lingkup penvelenggaraan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan,
dan pengawasan jalan. Tentu saja, penyelenggaraan tersebut terbatas pada kewenargan yang
dimiliki pemerintah kota Surabaya vang secara atributif diberikan oleh peraturan perundang

undangan vang berlaku.

Sebagaimana telah diuraikan dimuka. pengaturan tentang jalan merupakan bagian dan

kewajiban negara untuk mewujudkan cita negara yaitu memajukan kesejahteraan umur.
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Secara garis besar, ketentuan normatif pada Permendagn 80/2015 telah menggariskan tentang
muatan pada bab V ini. Muatan tersebut terdiri dari uraian tentang : a. ketentuan umum; b.

materi vang akan diatur: c. ketentuan sanksi; dan d. ketentuan peralihan.

Beberapa ruang lingkup Materi vang akan diuraikan dalam Materi Peraturan Daerah im

antara lain;
1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi tentang definisi serta konsep konsep dasar yang dipakai dalam perda

tentang jalan. Beberapa definisi tersebut adalah:

1. Kota adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjzan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota

Surabaya.
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. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/aiau air,

serta di atas permukaan air. kecuali jalan kereta api, jalan lori. dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

8. Penyelenggara jalan adalah pihak yvang melakukan pengaturan. pembinaan. pembangunan.

dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

2. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan. pembinaan.

pembangunan, dan pengawasan jalan,
10. Pemantaatan jalan adalah pendavagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.

1. Bangunan dan janingan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung ut:htas vang
terietak di atas dan siau Jdi bawsh permukaan tanah.

12, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabal pegawai negeri -
stpil tertentu yang Jdiberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

penyvidikan.
I3. Penvidikan adalah scrangkatan tindakan penyidik dalarn hal duan menurut cara yang digiar
dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terarg tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanva.

I4. Orang adaiah orang perseorangan atau badan usaha. baik yang berbadan hukum maupun
ndak berbadan hukum.

IL. Ruang Lingkup
Pada bagian ini akan diuraikan tentang bab bab selanjutnya yang meliputi:

a. Bab II tentang sistem jaringan jalan: fungsi jalan; status jalan; dan kelas jalan:

b. Bab Il tentang bagian bagian jalan:

¢. Bab IV tentang pemanfaatan bagian bagian alan;

d. Bab V :entang Izin. rekomendasi dan dispensasi;

]

Bab V1 tentang penvelenggaraan jalan;

-~

Bab VII tentang pembinaan dan pengendalian;

-

Bab VIII tentang Dokumen jafan:

q
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h. Bab IX tentang Ketentuan Penyidikan;
i. Bab X tentang Ketentuan Pidana;

j. Bab Xl tentang Ketentuan Penutup.

Dari sisi substansi, bab yang menguraikan jangkauan. arzh pengaturan serta ruang lingkup
materi muatan peraturan daerah ini telah mendasarkan din pada bal bal yang sudah diuratkan
pada bab bab sebelumnya Dasar tersebut meliputi dasar vunidis serta fakta sosial vang
melingkupinva. Hal im menjadikan jangkauan. arah pengaturan serta lingkup materi muatan

telap memiliki konsistensi dengan peraturan perundangan maupun aspek vang lainnyva.
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BAB VI PENUTLP

Bab terakhir ini akan memberikan beberapa catatan vang menjadi kesimpulan atas berbagai

hal yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya.
A. Kesimpulan
Dari beberapa uraian diatas, bisa disimpulkan beberapa hal sebagai benkut:

Bahwa Pemerintzh Kota memiliki kewenagan dalam hal penvelenggaraan jakn sesual Jenyan
vang teluh diberikan secara atributif batkoleh UU 38 tahon 2004 Tentane Jalan maupun

secara umum oleh UL 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

Bahwa Pemetintan Kota telah meiliki perda ang mengatur tentang  jalan npamun
keberadaanmya sudah tidak relevan dikarenakan telah tzrjadi pergeseran baik dalam aspek

\uridisnya mupun dalam aspek dinamika masyarakatnya.

Terabhir, hehus dalam  perda tentang  jalan nantinya semstinva e monooid
pemolengearaan falan Kota Surabaya dimana didalamnmyva memuat tentang  Aeglatan
pengeruran pemoinaan. pembangunan. dan pengawasan jalan Jalam patasan Ko enanigan

vang dimiliki oleh Kota Surabava.

Saran

Mengingat beberapa kesimpulan diatas. maka akan sangat tavak jika peraturan daerah tentany

jatan dibuat dengun metakukan penyesuaian penvesuaian baik dart sist vundis maupun dar

aspek sostaimya
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